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MOTTO 
 
 ُناَسْح ِْلْا الِْا ِناَسْح ِْلْا ُۤءاَزَج ْلَه  ۚ  
 
Artinya: “Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)” 
(QS. Ar Rahman Ayat 60) 
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PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillah dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah 
memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN 
Surakarta atas karunia dan  kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini 
dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan 
kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-
orang yang senangtiasa memberi semangat dan setia menemani di ruang dan 
waktu kehidupanku, khususnya buat :  
1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suroso dan Almh. Ibu Sri Hartati yang 
senangtiasa memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan do‟a agar selalu 
diberi kelancaran dalam menyelesaikan karya skripsi ini. 
2. Kakak tercinta Mbak Rosy Handayani dan suaminya Mas Angga Sagita Bayu 
Kusuma yang selalu memberi support, motivasi, do‟a dan bimbingannya 
dalam menyelesaikan skripsi ini.  
3. Keluarga besar mbah Pawiro, Bu lik, Pak lik, Mas/Mbak keponakan yang 
memberi semangat dan do‟a untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. 
4. Sahabat dan teman-teman dekat semasa kecil terimakasih untuk semangat dan 
do‟anya. 
5. Keluarga BUMDes Sinergi dan teman-teman wisata siblarak yang telah 
memberi semangat dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.  
6. Keluarga Hukum Pidana Islam angkatan 2015, yang sudah menjadi keluarga 
dan menemani setiap perjalanan dalam menimba ilmu. 
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan kos Hikmah dan teman-teman kuliah 
lain. Terimakasih atas semangat dan motivasinya untuk menyelesaikan skripsi. 
8. Dosen-Dosen tercinta yang telah memberikan motivasi dan meluangkan waktu 
untuk memberikan ilmu dan pelajaran hidup yang sangat bermanfaat.  
9. Fery Dona, M.Hum yang selalu memberi masukan dan bimbingan serta saran 
agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik. 
10. Almamater ku IAIN Surakarta. 
 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba b  Be 
ت ta t  Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج jim j  Je 
ح H}a h} Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal d  De 
ذ Zal z\ Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra r  Er 
ش Zai z  Zet 
ض Sin S Es 
 
 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain g  Ge 
ف Fa f  Ef 
ق Qaf q  Ki 
ك Kaf k   Ka 
ل Lam l  El 
و Mim m  Em 
ن Nun n  En 
و Wau w  We 
ي Ha h   Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya y  Ye 
 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal 
tunggal atau memotong dan vocal rangkap atau dipotong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah a  a  
 Kasrah i  i  
 Dammah u  u  
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dani 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
Contoh:  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح ىل  Haula 
 
3. Maddah 
 
 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> I dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a.  Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah 
ataudammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisahmaka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atulatfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اىّتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
لا.Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 
oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ دحمم ام و Wa ma>Muhaamdunilla>rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdulillahirabbilꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkai. 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wainnalla>ha lahuwakhairar-ra>ziqin / 
Wainnalla>ha lahuwakhairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kailawal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
SETIO ROSO PRAKOSO, NIM: 15.21.3.1.054,  “KEDUDUKAN 
VISUM ET REPERTUM (VER) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK 
PIDANA PEMBUNUHAN PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DAN 
HUKUM PIDANA ISLAM”. Dalam sebuah kasus tindak pidana pembunuhan 
terkadang penyidik kepolisian atau hakim kesulitan dalam mengungkapnya karena 
dijumpai alat bukti yang minim, dan salah satu alat bukti yang seringkali 
digunakan dalam mengungkap kasus pembunuhan adalah Visum et Repertum.  
 Dalam penelitian ini penulis membahas tentang kajian analisis mengenai 
kedudukan Visum et Repertum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan 
dalam perspektif hukum acara pidana dan hukum pidana Islam. Tulisan ini 
mengkaji seberapa penting kedudukan Visum et Repertum dalam pembuktian 
KUHAP dan kedudukan Visum et Repertum dalam hukum pidana Islam serta 
adanya perbedaan pendapat mengenai Visum et Repertum dalam hukum pidana 
Islam. Disisi lain Visum et Repertum sangat penting dalam membantu hakim dan 
penyidik kepolisian dalam mengungkap sebuah peristiwa yang diduga merupakan 
sebuah tindak pidana pembunuhan.  
Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan serta pemahaman 
kepada masyarakat atau mahasiswa mengenai pentingnya kedudukan Visum et 
Repertum dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
literer yang banyak memerlukan data kepustakaan. Hal itu lantaran kajian dalam 
penelitian ini membahas tentang analisis perspektif hukum acara pidana dan 
hukum pidana Islam. Maka sumber data penelitian ini meliputi sumber hukum 
primer dan sekunder. Sehingga penelitian ini mampu memaparkan hasil analisis 
perspektif hukum acara pidana dan hukum pidana Islam mengenai kedudukan 
Visum et Repertum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan.  
Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan Kedudukan Visum et 
Repertum dalam hukum acara pidana adalah penting, sebab digunakan dalam 
proses pembuktian tindak pidana pembunuhan yang memiliki alat bukti minim. 
Dan dalam sudut pandang hukum pidana Islam kedudukan Visum et Repertum 
adalah penting, sebab digunakan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan 
yang sulit ditemukan bukti.  
Kata Kunci : Visum et Repertum, pembuktian, hukum acara pidana, dan 
hukum pidana Islam.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 SETIO ROSO PRAKOSO, NIM: 15.21.3.1.054, "STATUS OF VISUM 
ET REPERTUM (VER) IN THE PROVISION OF CRIME FOLLOWING KILLS 
OF PERSPECTIVE OF CRIMINAL EVENTS AND ISLAMIC CRIMINAL 
LAWS". In some cases, follow-up of violations committed by court officials or 
judges regarding the problem in revealing them due to the lack of evidence, and 
one of the evidences used in revealing murder cases is Visum et Repertum. In this 
study, the author discusses the analysis of the position of Visum and Repertum in 
proving criminal offenses in the perspective of law, court proceedings and Islamic 
criminal law. This paper examines the important position of Visum et Repertum 
in proving KUHAP and the position of Visum et Repertum in Islamic liability law 
and determining opinions about Visum and Repertum in Islamic law. On the other 
hand, Visum and Repertum are very important in assisting judges and police 
investigators in uncovering a fact that is raised is a follow up to the murder. 
 The purpose of this study is to provide insight into the community or 
students regarding the importance of the position of Visum and Repertum in 
exposing crime 
 The research method used in this research is qualitative literature which 
requires a lot of library data. That is because the study in this study discusses the 
perspective analysis of court proceedings and Islamic criminal law. Then the 
source of this research data contains primary and secondary legal sources. 
Discussing this research is able to explain the results of the analysis of the 
perspective of court proceedings and Islamic court law regarding the position of 
the Visum and the Repertum in proving the follow-up to the victory struggle. 
 In this research, it can be concluded that the position of Visum and 
Repertum in the murder law program is important, because it is used in the 
process of proving a murder crime that has minimal evidence. And in the 
perspective of Islamic court law, the position of Visum et Repertum is important, 
because it is used in uncovering criminal acts that are difficult to find evidence. 
 Keywords: Visum et Repertum, proof, criminal procedural law, and 
Islamic criminal law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Pembuktian diperlukan dalam perkara hukum baik pidana maupun 
perdata. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam 
perkara perdata, didalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah 
bertujuan untuk mencari kebenaran materiel, yaitu kebenaran sejati atau yang 
sesungguhnya. Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara 
perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak 
boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi 
hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan 
preponderance of evidence, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran 
materiel maka peristiwanya harus terbukti (beyond reasonable doubt). 
2
 
 Demikian pula dalam persidangan hakim dalam perkara pidana adalah 
aktif artinya berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk 
membuktikan dakwaan kepada terdakwa. Sedangkan dalam perkara perdata, 
hakim pasif artinya hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa dan 
tidak menambah dan mengurangi selain yang disengketakan oleh para pihak. 
3
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 Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana 
Pasal 6 ayat (2) KUHAP, bahwa “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, 
kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-
undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat 
bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas 
dirinya.” 
 Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses 
penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan 
bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap 
mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di 
atas dan telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1) tentang 
alat-alat bukti.
4
 
Adapun dalam tahap penyidikan, apabila penyidik menganggap perlu demi 
kepentingan penyidikan ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang 
memiliki keahlian khusus. Di dalam tahap penyidikan maka keterangan yang 
diberikan sebagai pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus 
disebut “keterangan ahli”.5 
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Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan 
perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap 
pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu 
aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, 
mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan 
petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya 
dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan cepat terhadap 
perkara yang diperiksanya. 
6
 
 Salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh para 
dokter, ahli atau dokter ahli kedokteran kehakiman (forensik)  dalam membantu 
membuat terang suatu perkara pidana dari salah satu aspeknya adalah Visum et 
Repertum yaitu yang dikenal dalam bidang ilmu kedokteran forensik, psikiatri/ 
neurologi forensik dan kimia forensik.  
 Visum et Repertum sebagai salah satu aspek peranan ahli dan atau adalah 
satu aspek keterangan ahli; maka keterkaitan antara keduannya tidak dapat 
dipisahkan. Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan 
adalah perwujudan hasil-hasil yang dibuat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta 
pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu.  
 Peranan hasil pemeriksaan berupa Visum et Repertum yang dibuat oleh  
dokter ahli kehakiman atau psikiatri kehakiman dalam banyak perkara kejahatan 
khususnya dalam kasus pembunuhan sangat banyak membantu dalam proses 
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persidangan pengadilan, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya dijumpai 
alat-alat bukti yang sangat minim (bewijs minimum).
7
 
 Sedangkan dalam hukum acara pidana Islam pembuktian merupakan 
sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu 
persidangan guna mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Di 
dalam hukum acara pidana Islam, pembuktian dapat disebut dengan al-Bayyinah, 
secara terminologi al-Bayyinah adalah membuktikan suatu perkara dengan 
mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. 
Hasbi ash Shiddieqy berpendapat, bahwa pembuktian sebagai segala sesuatu yang 
dapat menampakan kebenaran, baik ia merupakan saksi atau sesuatu lain. 
pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus 
dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa. 
8
 
 Adanya bukti yang jelas sangatlah penting, karena kalau bukti kurang jelas 
maka tidaklah terang suatu perkara, sehingga merugikan salah satu pihak yang 
berperkara. Islam memandang bahwa mahluk yang paling dimuliakan oleh Allah 
SWT adalah manusia karena diciptakan dengan kekuasaan sendiri, meniupkan ruh 
darinya kepadanya, memerintahkan semua malaikat sujud kepadaNya. 
9
 
 Dalam al-Qur‟an surat al-Hujarat ayat 6 dijelaskan bahwa pentingnya 
mencari kebenaran dalam suatu pembuktian : 
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 اوُحِبْصُتَف ٍةَلاَهَجِب اًمْوَق اوُبيِصُت َْنأ اوُن َّيَبَتَف ٍإَبَنِب ٌقِساَف ْمُكَءاَج ِْنإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَه ُّيَأ اَي
 َن ْمُتْلَعَف اَم ٰىَلَع َنيِمِدا  
Artinya:  
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 
suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 
kamu menyesal atas perbuatan itu”. (Q.S al-Hujarat ayat 6)10 
 Ayat diatas menjadi dasar kewajiban untuk melakukan pembuktian, karena 
pembuktian diharapkan mampu menunjukkan kenyataan yang sebenarnya 
sehingga nantinya menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan putusannya 
berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga keyakinannya. Ini adalah sebuah aturan 
yang wajib dilaksanakan oleh hakim, agar masalah tersebut dapat terselesaikan 
dengan adil dan bijak tanpa menimbulkan ketimpangan hukum.
11
 
Penulis tertarik untuk membahas judul yang berkaitan dengan Visum et 
Repertum ini  karena berawal dari kasus yang sempat viral di media cetak ataupun 
elektronik pada tahun 2016 yaitu kasus pembunuhan I Wayan Mirna Salihin. 
Dalam kasus tersebut Jessica kumala Wongso diduga secara sengaja meracuni 
korban I  Wayan Mirna Salihin dengan racun sianida yang telah dicampur ke 
dalam minuman Vietnamese iced coffe, sehingga menyebabkan korban I  Wayan 
Mirna Salihin meninggal dunia. Setelah melewati  tahap penyelidikan dan 
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penyidikan pihak kepolisian menetapkan dan menangkap tersangka Jessica 
Kumala Wongso sebagai pelaku pembunuhan I Wayan Mirna Salihin.  
Seiring berjalannya waktu, kasus pembunuhan I Wayan Mirna Salihin oleh 
Jessica Kumala Wongso masuk ke tahap Persidangan. Proses persidangan perkara 
tersebut di pengadilan sangat panjang. Dalam proses persidangan, para pihak baik 
Jaksa Penuntut Umum atau Penasehat Hukum saling melempar argumen dan 
berdebat untuk mempertahankan argumennya masing-masing dalam usaha untuk 
meyakinkan Majelis Hakim. Majelis Hakim dalam proses pembuktian 
persidangannya pun melakukan pemeriksaan terhadap keterangan ahli baik 
berasal dari Jaksa Penuntut Umum atau Penasehat Hukum, untuk secara khusus 
diberi kesempatan memberikan keterangan.  
Penulis melihat dari proses persidangan tersebut terkesan sangatlah rumit 
dan sulit dalam melakukan pembuktian di persidangan dalam upaya meyakinkan 
Hakim untuk memberi keputusan. Dan dari situ penulis berpikir adakah sebuah 
alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana dalam hal ini pidana 
pembunuhan, yang memiliki kekuatan bukti yang mutlak dan kuat sebagai dasar 
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Munculah istilah Visum atau secara 
spesifik disebut  Visum et Repertum dalam pikiran peneliti. Dari situlah penulis 
tertarik dan ingin meneliti lebih jauh tentang kedudukan Visum et Repertum dalam 
pembuktian tindak pidana pembunuhan dilihat dari hukum acara pidana dan 
hukum pidana Islam. Sebab dalam pandangan Islam terdapat larangan untuk 
melakukan tindakan bedah mayat dikarenakan akan merusak kehormatan mayat 
tersebut.  
 
 
Penulis menganggap Visum et Repertum ini adalah bagian kecil dalam 
sistem alat bukti namun, dampak dari pada Visum et Repertum itu sendiri sangat 
besar dalam mempengaruhi keputusan hakim, serta meyakinkan Majelis Hakim 
dalam memutus terbukti benar atau tidaknya seseorang melakukan sebuah tindak 
pidana atau dalam hal ini tindak pidana pembunuhan.  
Pentingnya skripsi ini bagi pembaca adalah dapat memberi wawasan 
pengetahuan serta edukasi kepada masyarakat atau mahasiswa untuk dapat 
memahami dengan baik mengenai kedudukan Visum et Repertum dalam 
pembuktian tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum acara pidana dan 
hukum pidana Islam. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mencoba untuk 
mengetahui kedudukan Visum et Repertum (VER), dalam tindak pidana 
pembunuhan dari sudut kaca mata hukum acara pidana dan hukum pidana Islam. 
Maka penulis melakukan suatu penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk 
skripsi dengan judul : “KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM (VER) DALAM 
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PERSPEKTIF HUKUM 
ACARA PIDANA DAN HUKUM  PIDANA ISLAM” 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka yang menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana kedudukan Visum et Repertum dalam pembuktian tindak pidana 
pembunuhan menurut hukum acara pidana? 
 
 
2. Bagaimana kedudukan Visum et Repertum dalam pembuktian tindak pidana 
pembunuhan menurut hukum pidana Islam? 
C. Tujuan Penelitian 
 Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah : 
1. Untuk mengetahui kedudukan Visum et Repertum dalam pembuktian tindak 
pidana pembunuhan menurut hukum acara pidana. 
2. Untuk mengetahui kedudukan Visum et Repertum dalam pembuktian tindak 
pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam. 
D. Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 
secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :  
1. Kegunaan Teoritis  
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
atau bahan bagi pengembang ilmu pengetahuan dan pengembangan 
wawasan di bidang hukum acara pidana, khususnya kedudukan Visum et 
Repertum  dalam hukum pembuktian.  
b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan referensi dibidang 
akademis dan sebagai bahan kepustakaan baik Hukum Pidana Umum 
maupun Hukum Pidana Islam dan bagi pengembang Ilmu Hukum.  
2. Kegunaan Praktis  
a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan positif bagi 
peneliti untuk lebih mengetahui mengenai kedudukan Visum et Repertum 
dalam tindak pidana pembunuhan.  
 
 
b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat dijadikan rujukan alternatif bagi 
pihak-pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum untuk 
memahami kekuatan pembuktian Visum et Repertum. 
E. Kerangka Teori 
 Dalam proses hukum baik perkara pidana maupun perdata diperlukan 
adanya pembuktian, pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan 
pembuktian perkara perdata, dalam perkara pidana (hukum acara pidana) adalah 
untuk mencari kebenaran materiel dan hakim perkara pidana adalah aktif, artinya 
hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan 
tuduhan keepada tertuduh. 
12
 
 Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk., bahwa  pembuktian adalah  usaha dari 
yang berwenang   untuk mengemukakan  kepada hakim sebanyak mungkin hal-
hal yang berkenaan  dengan suatu perkara yang   bertujuan  agar supaya dapat 
dipakai oleh hakim sebagai bahan  untuk memberikan keputusan seperti perkara 
tersebut. 
13
  
 Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana 
menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, bahwa “Tidak seorang pun dapat dijatuhi 
pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut 
Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat 
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bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas 
dirinya.”14 
 Menurut sistem HIR, dalam acara pidana hakim terikat pada alat-alat bukti 
yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan 
berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang saja. 
Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat-alat bukti, bahwa yang 
termasuk alat bukti yang sah adalah:  
a. Keterangan saksi; 
b.  Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan terdakwa.15 
 Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang – Undang  Hukum 
Pidana (KUHP) Indonesia menjelaskan antara  Pembunuhan  merupakan 
perbuatan menghilangkan nyawa dengan cara melanggar  hukum, ataupun tidak 
melawan hukum. Pembunuhan dalam Kitab Undang  – Undang Hukum Pidana 
(KUHP), diatur dalam Bab XIX tentang  kejahatan terhadap nyawa orang, yang 
diatur dalam pasal 338-350 KUHP.  Pembunuhan menurut Hukum Pidana 
Indonesia dibagi menjadi 2  (dua) macam yaitun Pembunuhan Sengaja (Dolus), 
dan Pembunuhan Tidak Sengaja (Culpa). 
 Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh Ahli 
Kedokteran Kehakiman atau Dokter bukan Ahli Kedokteran Kehakiman, tentang 
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seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa 
yang merupakan tindak pidana. Dan laporan dari ahli kedokteran kehakiman atau 
dokter bukan Ahli Kedokteran Kehakiman disebut dengan Visum et Repertum.
16
 
 R. Soeparmono, bahwa pengertian harfiah Visum et Repertum berasal dari 
kata-kata “visual” yaitu melihat dan “repertum” yaitu melaporkan. Berarti “apa 
yang dilihat dan diketemukan” sehingga Visum et Repertum merupakan suatu 
laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa 
yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang 
bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang 
sebaik-baiknya”. 17 
 Dalam syariat Islam apabila mayat sudah dikuburkan, tidak boleh 
dibongkar (haram dibongkar) karena itu akan merusak kehormatan mayat, kecuali 
kalau terjadi beberapa hal berikut: mayat yang dikubur belum dimandikan, tidak 
dikafani, tidak dishalatkan, tidak menghadap kiblat, dikuburkan di tanah yang 
dirampas sedangkan yang empunya minta dikembalikan, atau dalam kuburan itu 
terjatuh suatu barang yang berharga. Jika terjadi salah satu dari hal-hal tersebut 
kuburan boleh dibongkar selama mayat belum membusuk. Adapun kalau 
membongkar kuburan yang sudah lama tidak ada halangan, asal mayat sudah 
hancur, berarti tulang-tulangnya sudah hancur. 
 Terdapat sebuah hadist yang mengungkapkan bahwa seorang mayat dapat 
merasakan sesuatu seperti halnya orang-orang yang masih hidup. Diriwayatkan 
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ketika seorang sahabat menemukan tulang-tulang manusia kemudian 
mematahkan, maka nabi melarangnya. Lalu Rasulullah saw bersabda: 
 
Artinya: 
Telah bercerita kepada kami Hisyam bin Umar, berkata : telah bercerita kepada 
kami „Aziz bin Muhammad al-Dharawardi, telah bercerita kepada kami Sa‟ad bin 
Said, dari „Amrah, dari „Aisyah telah berkata : Rasulullah Saw bersabda : 
“Mematahkan tulang orang yang telah mati sama mematahkannya hidup-hidup” 
(H.R Ibnu Majah)  
 Dalam hadis Nabi tidak ditemukan keterangan yang sarih tentang hukum 
melakukan otopsi, yang dapat ditemukan hanya dalil-dalil dari surah nabawiyah 
yang berbicara tentang larangan merusak tulang mayat. selain itu terdapat 
perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum membedah perut mayat. 
hanya saja masalahnya tidak sama persis dengan kasus otopsi. Mereka membedah 
perut mayat bila mayat itu menelan harta atau di dalamnya ada janin yang 
diyakini masih hidup.  
 Meskipun secara umum merusak jasad mayat adalah dilarang, namun 
beberapa ulama kontemporer memperbolehkan atas dasar pertimbagan maslahat 
tapi dengan beberapa syarat. Dalam ushul fiqh dikenal kaidah yang menyatakan: 
 
Dalam hal ini, maslahat bagi si mayat adalah hendaknya jasadnya tidak dirusak, 
sedang maslahat umumnya dengan diadakan otopsi beberapa masalah terkait bisa 
mendapatkan solusi. Juga kaidah tentang mafsadah: 
 
 
 
Otopsi bisa menyebabkan mafsadah (kerusakan). Sedang ketidaktahuan akan 
sebab kematian akibat penyakit berbahaya dan tidak berkembangnya ilmu 
kedokteran adalah mafsadah yang jauh lebih besar.  
 Disisi lain dalam hukum pidana Islam pembuktian merupakan sesuatu hal 
yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi  dari suatu persidangan 
guna mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Di dalam hukum 
pidana Islam, pembuktian dapat disebut dengan al-Bayyinah, secara terminologi 
al-Bayyinah adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan 
memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Hasbi ash Shiddieqy 
berpendapat, bahwa pembuktian sebagai segala sesuatu yang dapat menampakan 
kebenaran, baik ia merupakan saksi atau sesuatu yang lain. pembuktian 
merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam 
penyelesaian suatu sengketa. 
18
 
 Dalam al-Qur‟an surat al-Hujarat ayat 6 dijelaskan bahwa pentingnya 
mencari kebenaran dalam suatu pembuktian: 
 ِذَّلا اَه َُّيأ اَي اَم ٰىَلَع اوُحِبْصُتَف ٍةَلاَهَجِب اًمْوَق اوُبيِصُت ْنَأ اوُن َّيَبَتَف ٍإَبَنِب ٌقِساَف ْمُكَءاَج ِْنإ اوُنَمآ َني
 َنيِمِداَن ْمُتْلَعَف 
Artinya:  
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“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 
suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 
kamu menyesal atas perbuatan itu”. (Q.S al-Hujarat ayat 6)19 
 Didalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan 
pemeriksaan suatu perkara pidana, Islam juga mengatur mengenai pembuktian 
untuk tindak pidana. Ulama‟ dari kalangan mazhab Hanafy menyatakan bahwa 
macam alat-alat bukti untuk pembuktian yaitu: 
1. Pengakuan  
2. Bayyinah  
3. Sumpah  
4. Nukul/ menolak sumpah 
5. Qasamah 
6. Ilmul Qadli 
7. Qarinah.
20
 
F. Tinjauan Pustaka 
 Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah 
pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa 
kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari 
kajian atau penelitian yang sudah ada. Hal ini berawal dari kajian yang ditulis 
oleh  
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Firdaus Saini (skripsi, 2014) dengan judul, Peranan Visum Et Repertum 
Dalam mengungkap Tindak Pidana pembunuhan Yang Dilakukan Secara 
Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 396/PID.B/2014/PN.MKS). Perbedaan 
skripsi saya dengan skripsi Firdaus Saini adalah pertama dalam skripsi Firdaus 
Saini menjelaskan tentang peran visum et repertum dalam mengungkap tindak 
pidana pembunuhan secara bersama-sama. Sedangkan dalam skripsi yang saya 
susun menitikberatkan pada kedudukan Visum Et Repertum dalam pembuktian 
tindak pidana pembunuhan. Perbedaan kedua yaitu skripsi Firdaus Saini tidak 
membahas kedudukan Visum Et Repertum dalam sistem pembuktian dalam 
pandangan hukum Pidana Islam. Sedangkan skripsi yang saya susun membahas 
kedudukan Visum Et Repertum dalam sistem pembuktian dalam pandangan 
hukum Pidana Islam. Perbedaan ketiga yaitu jenis penelitian skripsi Firdaus Saini 
adalah studi kasus. Sedangkan jenis penelitian skripsi saya adalah jenis penelitian 
hukum deskriptif.  
Nur Iksan  (skripsi, 2016) Peranan Visum Et Repertum Dalam Sistem 
Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (studi kasus PN Sungguminasa) 
Perbedaan antara skripsi saya dengan skripsi Nur Iksan adalah pertama dalam 
skripsi Nur Iksan menjelaskan tentang peranan visum et repertum dalam proses 
pembuktian tindak pidana penganiayaan. Sedangkan dalam skripsi yang saya 
susun membahas mengenai kedudukan visum et repertum dalam pembuktian 
tindak pidana pembunuhan. Perbedaan kedua adalah jenis penelitian, skripsi Nur 
Iksan adalah studi kasus. Sedangkan jenis penelitian skripsi saya adalah jenis 
penelitian hukum deskriptif yaitu menjelaskan antara hukum acara pidana positif 
 
 
dan Hukum Pidana Islam. Perbedaan ketiga yaitu skripsi Nur Iksan  membahas 
Visum Et Repertum dalam tindak pidana kejahatan penganiayaan. Sedangkan 
skripsi yang saya susun membahas Visum Et Repertum dalam tindak pidana 
kejahatan pembunuhan.  
Michael Barama (karya ilmiah, 2011) Kedudukan Visum Et  Repertum 
Dalam Hukum Pembuktian. Perbedaan antara skripsi saya dengan  skripsi 
Michael Barama adalah pertama dalam skripsi Michael Barama  menjelaskan 
tentang kedudukan visum et repertum dalam proses pidana secara umum. 
Sedangkan dalam skripsi yang saya susun secara spesifik membahas mengenai 
kedudukan visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan. 
Perbedaan kedua yaitu skripi Michael barama tidak membahas kedudukan Visum 
Et Repertum dalam sistem pembuktian dalam pandangan hukum Pidana Islam. 
Sedangkan skripsi yang saya susun membahas kedudukan Visum Et Repertum 
dalam sistem pembuktian dalam pandangan hukum Pidana Islam. 
 Dari uraian judul di atas dapat dikatakan bahwa judul ini berbeda dengan 
judul yang telah dipaparkan. Judul ini membahas tentang kedudukan serta 
kekuatan pembuktian visum et repertum dalam pembuktian perkara pembunuhan 
yang ditinjau dari kaca mata hukum acara pidana dan hukum Pidana Islam, dan 
fokus peneliti dalam penelitian ini pada: Analisis deskriptif hukum acara pidana 
positif dan hukum acara pidana Islam terhadap kedudukan visum et repertum 
dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan. 
 
 
 
 
G. Metode Penelitian 
 Dalam penelitian skripsi ini perlu digunakan beberapa metode yang 
bertujuan agar mendapatkan hasil penelitian yang seobyektif mungkin. Untuk 
mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-
data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu: 
1. Jenis penelitian  
Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif literer atau penelitian 
hukum kepustakaan  (library research), yaitu penelitian yang pengumpulan 
datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur 
yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-
bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian 
kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, 
pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan 
memecahkan masalah yang diteliti.
21
 Penelitian hukum yang dilakukan 
dengan cara meneliti dan mempelajari bahan pustaka (meneliti dan 
mempelajari data sekunder). Data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data 
sekunder tersebut disusun secara sistematis dan dikaji kemudian diambil suatu 
kesimpulan berkaitan dengan masalah yang diteliti.  
 Berdasarkan kategorisasi penelitian hukum kualitatif tersebut diatas, maka 
penulis menitikberatkan pada penelitian yang membahas Analisis deskriptif 
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hukum acara pidana dan hukum pidana Islam terhadap kedudukan visum et 
repertum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan. 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yang peneliti gunakan dalam menjelaskan dan menganalisa 
dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif-analitis yaitu menjelaskan dan 
menganalisa kedudukan visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana 
pembunuhan menurut hukum acara pidana positif dengan hukum acara pidana 
Islam.
22
  
3. Sumber data 
Jenis data penelitian hukum yang dikenal oleh para penstudi hukum di 
Indonesia selama ini yaitu berupa data primer, sekunder, dan tersier.
23
 Oleh 
sebab itu peneliti dalam melakukan penelitian hukum juga menggunakan 
sumber data tersebut diantaranya: 
a. Data Primer 
 Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan 
jawaban terhadap masalah penelitian. Data primer merupakan sumber data 
penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data yang 
langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamannya. Sumber 
primer dalam penelitian ini adalah Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 6 Ayat (2) KUHAP, Al-
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Qur‟an Surat al-Hujarat ayat 6, An Nahl ayat 43, Surat al-Maidah ayat 106 
dan An- Naml ayat 80, Hadits. 
b. Data Sekunder 
 Data sekunder merupakan bahan hukum sebagai pendukung untuk 
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan 
hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah buku-
buku, jurnal, literatur, majalah, artikel internet, laporan atau makalah 
ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
c. Data Tersier 
 Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat 
memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum 
ini adalah sejumlah data yang berkaitan dengan Visum et Repertum (VER) 
dalam sebuah tindak pidana.  
4. Teknik pengumpulan data 
 Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan 
dimana studi kepustakaan ini meliputi upaya pengumpulan data dengan cara 
membaca dan meminjam buku-buku perpustakaan, mempelajari artikel dan 
laporan ilmiah, dan sebagainya yang mempunyai kaitan erat dengan pokok 
permasalahan penelitian.
24
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 Data-data yang diperoleh dari bahan pustaka yang tersebut diatas 
dipelajari, diklasifikasi, disajikan dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan 
permasalahan penelitian.
25
 
5. Teknik analisis data 
 Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode 
kualitatif. Menurut Sunarto, definisi deskriptif kualitatif adalah penelitian 
yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau 
hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang 
berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecendrungan yang sedang 
berkembang. 
26
 
  Penyusunan secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang 
akan dibahas dengan cara mendeskripsikan data melalui bentuk kata  dan 
digunakan untuk menafsirkan dan menjabarkan data yang diperoleh 
berdasarkan norma atau kaidah, teori, pengertian hukum dan doktrin yang 
terdapat dalam ilmu hukum khususnya dalam hukum acara (KUHAP), dan  
hukum Islam.
27
 
 Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber 
data akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut: 
a. Editing, yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang 
diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau 
meragukan. Teknik ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual 
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(intelectual honestly) dari penulis agar nantinya hasil data konsisten 
dengan rencana penelitian. 
b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber yang diperoleh 
sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan 
masalah , serta mengelompokan data yang diperoleh.  
c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil 
editing dan mengorganisir data yang telah diperoleh dari sumber-sumber 
penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga 
diperoleh kesimpulan. 
28
 
6. Sistematika Penulisan 
  Agar dalam pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa 
yang diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan yang 
terbagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab, adapun susunannya 
sebagai berikut: 
 Bab I berupa pendahuluan, bab ini memberikan gambaran secara umum 
dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan 
skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian,  manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan. Hal tersebut dimaksudkan untuk 
memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis 
besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. 
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  Bab II berisi penjelasan mengenai kedudukan visum et repertum dalam 
pembuktian tindak pidana pembunuhan menurut hukum acara pidana dan 
menurut hukum pidana Islam yang meliputi pengertian visum et repertum, dasar 
hukum dan peran visum et repertum, bentuk umum visum et repertum, jenis-jenis 
visum et repertum, prosedur permohonan visum et repertum, macam-macam alat 
bukti menurut hukum acara pidana dan hukum pidana Islam. 
 Bab III berisikan landasan teori, bab ini berisi tentang definisi pembuktian 
dan dasar hukum pembuktian, tujuan pembuktian, prinsip-prinsip pembuktian, 
teori sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dan hukum pidana Islam. 
Tahapan pembuktian visum et repertum dalam penegakan hukum, kegunaan 
otopsi/ bedah mayat dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, tindak 
pidana pembunuhan dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam.  
 Bab IV membahas tentang analisis kedudukan visum et repertum dalam 
pembuktian tindak pidana pembunuhan perspektif hukum acara pidana dan 
hukum pidana Islam. 
 Bab V bab ini memuat kesimpulan dari rumusan masalah dan memberikan 
saran-saran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
VISUM ET REPERTUM (VER)  
 
A. Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan 
Menurut Hukum Acara Pidana  
1. Pengertian Visum et Repertum 
Dalam tugas sehari-hari selain melakukan pemeriksaan diaqnostik, 
memberikan perawatan dan pengobatan terhadap pasien dokter juga 
mempunyai tugas melakukan pemeriksaan medis untuk kepentingan 
penegakan hukum. Baik untuk korban hidup ataupun korban mati. 
Pemeriksaan medis yang bertujuan untuk penegakan hukum diantaranya 
yaitu: pembuatan Visum et repertum untuk seseorang yang dikirim oleh 
polisi (penyidik) karena diduga sebagai korban tindak pidana. Baik dalam 
kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penganiayaan, pembunuhan, 
pemerkosaan maupun korban meninggal yang pada saat pemeriksaan 
pertama polisi, terdapat kecurigaan akan kemungkinan adanya tindak 
pidana. Seiring berkembangnya zaman berkembang pula kemajuan 
teknologi sehingga muncullah bukti baru dalam dunia hukum yaitu 
menggunakan bukti Visum et repertum. 
Visum et repertum dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti 
surat keterangan dari dokter tentang hasil pemeriksaan secara 
medis.kemudian dalam kamus hukum Visum et repertum adalah surat 
 
 
keterangan atau laporan dari seorang ahli mengenai pemeriksaannya 
terhadap sesuatu.   
Menurut R. Atang Ranoemiharja pengertian Visum et repertum 
adalah yang “dilihat” dan “ketemukan”, jadi Visum et repertum adalah 
suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan di ketemukan dalam 
melakukan terhadap orang luka atau terhadap mayat. Jadi merupakan 
kesaksian tertulis. 
29
 
Menurut pendapat R. Soeparmono pengertian harfiah Visum et 
repertum berasal dari kata-kata “visual” yaitu melihat dan “repertum” 
yaitu melaporkan. Berarti “apa yang dilihat dan diketemukan” sehingga 
Visum et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang 
dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas 
bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian 
dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.
30
 
Dari beberapa definisi tentang Visum et repertum dapat 
disimpulkan Visum et repertum adalah laporan tertulis untuk justisi yang 
dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah tentang segala hal yang dilihat dan 
ditemukan pada benda yang diperiksa dengan pengetahuan yang sebaik-
baiknya guna kepentingan peradilan. 
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2. Dasar Hukum Dan Peran Visum et Repertum 
a. Dasar Hukum Visum et Repertum 
Visum et repertum dibuat berdasarkan Pasal 120, 179, dan 133 
KUHAP dan dokter dilindungi oleh ancaman membuka rahasia 
meskipun jabatan visum et repertum dibuka dan dibuat tanpa seizin 
pasien, asalkan ada permintaan dari penyidik dan digunakan untuk 
kepentingan peradilan. Dasar visum et repertum terdapat dalam kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 120, 133, dan Pasal 179 
yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 120 KUHAP menyebutkan: 
1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat 
orang ahli atau yang memiliki keahlian khusus.  
2) Ahli tersebut harus mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di 
muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut 
pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan 
karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang 
mewajibkan menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan 
keterangan yang minta.  
Kemudian Pasal 133 KUHAP yang berbunyi, bahwa:
31
 
1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani 
seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga 
karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang 
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mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran 
kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya; 
2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan 
tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau 
pemeriksaan bedah mayat.  
Selanjutnya Pasal 179 KUHAP yang berbunyi: 
1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran 
kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan 
keterangan ahli demi keadilan. 
2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi 
mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan 
bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan 
keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut 
pengetahuan dalam bidang keahliannya.  
b. Peran Visum et Repertum 
Peran visum et repertum adalah sebagai pengganti Corpus 
Delicti karena apa yang telah dilihat dan diketemukan dokter (ahli) itu 
dilakukan seobjektif mungkin, sebagai pengganti peristiwa/ keadaan 
yang terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa dengan menurut 
kenyataan atau fakta-faktanya, sehingga berdasarkan atas pengetahuan 
yang sebaik-baiknya atas dasar keahliannya tersebut, dapat ditarik 
kesimpulan yang tepat dan akurat. Disamping itu kemungkinan yang 
 
 
lain adalah apabila pada waktu dilakukan pemeriksaan perkaranya 
tersebut di sidang pengadilan, maka suatu luka (misalnya) yang 
disebabkan tindak pidana penganiayaan telah sembuh atau korban 
yang telah meninggal akibat tindak pidana pembunuhan sewaktu 
sidang dilakukan telah membusuk atau dikubur, maka guna mencegah 
perubahan keadaan tersebut dibuatlah visum et repertum. 
Tujuan Visum et Repertum adalah untuk memberikan kepada 
hakim (Majelis) suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti 
tersebut atas semua keadaan / hal sebagaimana tertuang dalam bagian 
pemberitaan agar Hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat 
atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut sehingga dapat menjadi 
pendukung atas keyakinan Hakim.  
Selain itu, Visum et Repertum adalah salah satu alat bukti yang sah 
sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 KUHP. Visum et repertumturut 
berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap 
kesehatan dan jiwa manusia, dimana Visum et repertummenguraikan 
segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam 
bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti 
barang bukti. Visum et repertum juga memuat keterangan atau 
pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang 
tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian Visum et 
repertum secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu 
hukum sehingga dengan membaca Visum et repertum, dapat diketahui 
 
 
dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi 
hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana 
yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia. Apabila Visum et repertum 
belum dapat menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, 
maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan 
baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang memungkinkan 
dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, 
apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat 
hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan 
Pasal 180 KUHAP.  
Bagi penyidik (Polisi/Polisi Militer) Visum et repertumberguna 
untuk mengungkapkan perkara. Bagi Penuntut Umum (Jaksa)  
keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan 
didakwakan, sedangkan bagi Hakim sebagai alat bukti formal untuk 
menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan 
hukum. Untuk itu perlu dibuat suatu Standar Prosedur Operasional 
(SPO) pada suatu Rumah sakit tentang tata laksana pengadaan Visum 
et repertum. 
3. Bentuk Umum Visum et Repertum 
Ketetapan ketentuan mengenai susunan Visum Et Repertum adalah 
sebagai berikut
32
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a. Pada sudut kiri atas dituliskan “PRO YUSTISIA”, artinya bahwa isi 
Visum Et Repertum hanya untuk kepentingan peradilan. 
b. Di tengah ada tulisan jenis Visum Et Repertum serta nomor Visum Et 
Repertum tersebut. 
c. Bagian pendahuluan merupakan pendahuluan yang berisikan:  
1) Identitas peminta 
2) Identitas surat permintaan Visum Et Repertum 
3) Waktu penerimaan surat permintaan Visum Et Repertum 
4) Identitas dokter pembuatanVisum Et Repertum 
5) Identitas korban/ barang bukti yang dimintakan Visum Et 
Repertum 
6) Keterangan kejadian sebagaimana tercantum didalam surat 
permintaanVisum Et Repertum 
d. Bagian pemberitahuan merupakan hasil pemeriksaan dokter terhadap 
apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti. 
e. Bagian kesimpulan merupakan kesimpulan dokter atas nama alias 
yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti. 
f. Bagian penutup merupakan pernyataan dari dokter bahwa Visum Et 
Repertum ini dibuat atas dasar sumpah dan janji pada waktu 
penerimaan jabatan. 
g. Di sebelah kanan bawah diberikan nama dan tanda tangan serta cap 
dinas dokter pemeriksaan. 
 
 
Dari bagian Visum Et Repertum sebagaimana tersebut diatas, 
keterangan yang merupakan pengganti barang bukti yaitu bagian 
pemberitaan. Sedangkan pada bagian kesimpulan dapat dikatakan 
merupakan pendapat subyektif dari dokter pemeriksaan.   
4. Jenis-Jenis Visum Et Repertum 
Jenis-jenis visum et repertum diantaranya adalah
33
:  
a. Visum Et Repertum dalam Kasus Perlukaan 
Tujuan pemeriksaan dokter forensik pada korban hidup adalah 
untuk mengetahui penyebab luka dan derajat parahnya luka yang 
diderita oleh korban. Derajat luka berdasarkan KUHP penganiayaan 
ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
menjalankan jabatannya atau pekerjaannya.  
Sedangkan yang disebut sebagai luka berat sesuai yang 
tercantum dalam KUHP pasal 90 batasan luka berat yaitu: memberi 
luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, yang 
menimbulkan bahaya maut yang menyebabkan seseorang terus 
menerus tidak mampu untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan 
mata pencaharian, yang menyebabkan kehilangan salah satu panca 
indera, yang menimbulkan cacat berat, yang mengakibatkan terjadinya 
keadaan lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu, serta 
terjadinya gugurnya kandungan seorang perempuan.  
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b. Visum Et Repertum Korban Asusila 
Korban kejahatan asusila yang dimintakan visum et repertum 
dokter adalah kasus persetubuhan yang mana ancaman hukumannya 
ada dalam KUHP. Persetubuhan yang diancamkan dengan hukuman 
didalam KUHP meliputi pemerkosaan, persetubuhan wanita yang 
tidak berdaya, dan persetubuhan dengan wanita yang belum cukup 
umur. Pembuktian adanya persetubuhan dilakukan dengan cara 
pemeriksaan fisik terhadap kemungkinan adanya cairan mani sel 
sperma di dalam vagina terutama dalam forniks posterior. 
Kesimpulan yang tercantum dalam visum et repertum korban 
kejahatan asusila tercantum tentang usia korban, ada atau tidaknya 
tanda persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, 
menyebutkan kapan perkiraan terjadinya keketrasan dalam 
persetubuhan dan ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan dalam diri 
korban.  
c. Visum Et Repertum Jenazah 
Visum et repertum terhadap jenazah dilakukan jika mayat 
sudah diberi label yang memuat identitasnya yang dikaitkan pada 
bagian ibu jari kaki. Pada surat permintaan visum et repertum terhadap 
jenazah harus jelas tertulis jenis pemeriksaan yang diminta, apakah 
pemeriksaan luar saja atau pemeriksaan autopsi (bedah mayat) seperti 
yang tercantum dalam Pasal 133 KUHAP.
34
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Pemeriksaan forensik  terhadap jenazah meliputi pemeriksaan 
luar jenazah, tanpa melakukan hal yang merusak keutuhan jaringan 
jenazah, pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan sistematik, 
kemudian dicatat secara rinci mulai dari bungkus atau tutup jenazah, 
pakaian, benda-benda yang ada disekitar jenazah, perhiasan, ciri-ciri 
umum identitas, tanda-tanda tenatologi dan luka-luka yang ditemukan 
dibagian luar jenazah.  
Apabila penyidik meminta pemeriksaan luar saja maka 
kesimpulan  visum et repertum hanya menyebutkan jenis luka, atau 
kelainan yang ditemukan dan jenis kekerasan penyebabnya. Dari 
pemeriksaan dalam dapat disimpulkan sebab kematian, jenis 
kekerasan dan penyebabnya, dan saat terjadinya kematian.  
d. Visum Et Repertum Psikiatrik 
Visum et repertum psikiatrik diperuntukan terhadap pelaku 
tindak pidana tidak untuk korbannya seperti halnya visum et repertum 
yang lainnya. Visum et repertum psikiatrik menguraikan kejiwaan 
manusia bukan dari segi fisik atau raga manusia. Oleh karena itu 
visum et repertum psikiatrik menyangkut masalah dapat dipidana atau 
tidaknya seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya dan pembuat 
visum et repertum psikiatrik ini hanya dokter spesialis psikiatri yang 
bekerja di rumah sakit jiwa atau rumah sakit umum.  
Uraian dari jenis-jenis visum et repertum di atas dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut: 
 
 
1) Visum et repertum untuk korban hidup 
a) Visum et repertum pertama 
Visum et repertum diberikan bila korban setelah diperiksa 
didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan jabatan atau pencarian. 
b) Visum et repertum sementara 
Visum et repertum sementara dapat diberikan apabila setelah 
korban diperiksa, korban perlu diobservasi atau dirawat. 
Karena korban sembuh visum et repertum sementara tidak 
memuat kualifikasi luka.  
c) Visum et repertum lanjutan 
Visum et repertum lanjutan diberikan apabila setelah 
diobservasi atau dirawat korban sembuh, korban belum 
sembuh, korban pindah rumah sakit, korban belum sembuh 
pulang paksa dan korban meninggal dunia. 
35
 
2) Visum et repertum korban mayat 
Visum et repertum korban mayat dibuat berdasarkan outopsi 
pemeriksaan bagian luar mayat dan bagian dalam mayat. 
5. Prosedur Permohonan Visum et Repertum 
 Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan bagi ahli 
kedokteran kehakiman khususnya dan ahli lain pada umumnya, setiap 
orang merupakan kewajiban. Pelanggaran terhadap kewajiban ini akan 
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dikenakan ancaman hukuman. Selanjutnya tugas ilmu kedokteran 
kehakiman sebagaimana dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli 
sebagaimana dalam pasal 224 KUHP tersebut di atas yang mengancam 
kepada siapa saja yang enggan atau menolak menjadi saksi dalam sidang 
pengadilan, sementara kesaksian dan keterangannya tersebut sangat 
diperlukan. Tugas ilmu kedokteran kehakiman yang harus memberikan 
hasil pemeriksaan demi kepentingan proses peradilan, mengutip beberapa 
pasal dalam KUHAP sebagai berikut: 
1) Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu 
atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk 
kepentingan penyidikan oleh penyidik dapat dimintakan keterangan 
mengenai hal itu dari orang ahli. 
2) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang 
korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena 
peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan 
permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau 
dokter dan atau ahli lainnya.  
3) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di 
lakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas 
untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan 
bedah mayat.  
 Berdasarkan pasal 132 ayat (1) dan pasal 133 ayat (1) dan ayat (2)  
KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan oleh kedokteran 
 
 
forensik atau yang ahli tentang itu terhadap korban yang luka, korban yang 
meninggal atau melakukan bedah mayat untuk kepentingan proses 
peradilan adalah merupakan tugas sepanjang diminta oleh pihak-pihak 
yang terkait.  
 Yang berwenang meminta bantuan ahli kedokteran kehakiman 
adalah: 
a. Hakim pidana melalui jaksa dan dilaksanakan oleh penyidik 
b. Hakim perdata, meminta langsung kepada ahli kedokteran kehakiman 
c. Hakim pada Pengadilan Agama 
d. Jaksa penuntut umum 
e. Penyidik. 
6. Macam-Macam Alat Bukti  
Menurut sistem HIR, dalam acara perdata/pidana hakim hakim 
terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya 
boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan 
oleh Undang-Undang saja. 
36
 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang merupakan 
landasan dianutnya sistem pembuktian di Indonesia, dalam isi pasal 
tersebut jelas mencantumkan persyaratan minium alat bukti, yakni dapat 
dilihat dari kalimat:”... apabila dengan sekurang-kursngnya dua alat bukti 
yang sah ia (hakim) memperoleh keyakinan...” dari kalimat tersebut 
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nampak bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus ada minimal 
dua alat bukti yang memberikan keyakinan hakim.  
Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat 
bukti yang sah adalah: 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan terdakwa.37 
Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu per satu alat bukti 
sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUIHAP, sebagai berikut:  
a. Keterangan Saksi 
Keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah 
“salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan 
dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia 
lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyenbut alasan dari 
pengetahuannya itu.”  
Sedangkan kesaksian menurut R. Soesilo adalah suatu 
keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai 
kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. 
38
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Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi 
nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi ini tidak termasuk 
keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu 
(Pasal 185 ayat 1 KUHAP). Keterangan seorang saksi saja tidak cukup 
untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadapperbuatan yang 
didakwakan kepadanya (Pasal 185 ayat 2 KUHAP). Ketentuan ini 
sesuai dengan asas unus testis nullus testis, artinya keterangan saksi 
seorang bukanlah saksi. Namun asas unus testis nullus testis ini tidak 
berlaku apabila keterangan saksi seorang saja ini disertai dengan alat 
bukti yang sah lainnya ( Pasal 185 ayat 3 KUHAP)  
Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim 
harus dengan sungguh suungguh memperhatikan: 
1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. 
2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. 
3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi 
keterangan yang tertentu. 
4) Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada 
umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu 
dipercaya. 
39
 
Saksi dalam memberikan keterangan wajib mengucapkan 
sumpah atau janji menurut cara agamannya masing-masing, sedangkan 
kesaksian yang diberikan dengan tidak bersumpah/ janji tidak dapat 
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dianggap sebagai alat bukti tetapi hanya sebagai keterangan saja yang 
menguatkan keyakinan hakim. Namun apabila keterangan saksi yang 
tidak bersumpah/ janji itu sesuai dengan keterangan saksi yang 
bersumpah/ janji dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah 
yang lain (Pasal 185 ayat 7 KUHAP).  
Seorang saksi atau beberapa saksi ynag memberikan 
keterangannya sebagai alat bukti dapat berkedudukan sebagai saksia 
charge (yang memberatkan dakwaan) maupun sebagai saksi a 
decharge  (yang meringankan dakwaan).  
b. Keterangan Ahli 
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang 
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk 
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan 
(Pasal 1 butir 28 KUHAP).  
Keterangan ahli diberikan di bawah sumpah/ janji dihadapan 
hakim. Keterangan itu dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan 
oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu 
laporan dan dibuat mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan 
atau pekerjaan (Pasal 186 KUHAP). 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli didefinisikan 
sebagai seseorang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu 
keilmuan. Dalam Kamus Hukum, ahli sebagai terjemahan kata 
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deskundige yang dalam Bahasa Belanda diartikan sebagai orang yang 
memiliki keahlian, kecakapan atas sesuatu bidang ilmu. Dalam konteks 
hukum pembuktian yang dimaksudkan dengan ahli adalah keterangan 
seseorang yang memilki keahlian khusus mengenai suatu hal yang 
sedang disengketakan atau diperkarakan guna membuat terang suatu 
peristiwa hukum.  
Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu 
penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam 
semua tahap penyidikan, baik dalam tahap penyidikan, penindakan, 
pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut 
umum. Tanpa kehadiran seorang ahli dalam memberikan atau 
menjelaskan suatu masalah akan dapat dibayangkan bahwa penyidik 
akan mengalami kesulitan dalam usaha mengungkap suatu tindak 
pidana, terutama tindak pidana berdimensi tinggi seperti tindak pidana 
teror dengan bom, pembakaran/kebakaran, pencemaran lingkungan, 
komputer, uang palsu, dan mutilasi. 
41
 
c. Keterangan Bukti Surat 
Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa alat bukti tertulis atau 
surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang 
dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan 
buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. 
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Demikian pula menurut Pasal 187 KUHAP, bahwa yang 
dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) 
huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, 
adalah:  
1) Berita acara dan surat lain  dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, 
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 
didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan 
alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; 
2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan 
yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan; 
3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; 
4) Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi 
dari alat pembuktian lain (Pasal 187 KUHAP).  
Jadi contoh-contoh dari alat bukti surat itu adalah berita acara 
pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyidik), 
BAP pengadilan, berita acara penyitaan, surat perintah penangkapan 
 
 
(SPP), surat izin penggeledahan (SIP), surat izin penyitaan (SIP), dan 
lain sebagainya.  
d. Alat Bukti Petunjuk 
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena 
persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan 
tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak 
pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat 1 KUHAP).
43
 
Petujuk ini dapat diperoleh dari: 
1) Keterangan saksi; 
2) Surat 
3) Keterangan terdakwa. 
HIR menambahkan sebagai petunjuk ini selain ketiga hal diatas 
juga hasil pemeriksaan atau penglihatan hakim sendiri, baik terhadap 
terdakwa atau saksi dan barang bukti di muka sidang. Penilaian atas 
kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan 
tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana setelah ia 
mengadakan pemeriksaan debgan penuh kecermatan dan keseksamaan 
berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188 ayat 3 KUHAP). 
e. Keterangan Terdakwa  
Menurut Pasal 189 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat 
bukti berupa keterangan terdakwa, adalah: 
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1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 
tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau 
alami sendiri. 
2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan 
untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan 
itu didukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai 
hal yang didakwakan kepadanya.    
3) Keterangan terdakwa hanya bisa digunakan terhadap dirinya 
sendiri. 
4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, 
melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. 
44
 
Jadi berdasarkan Pasal 189 KUHAP di atas, bahwa keterangan 
terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar 
sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang saja.  
Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka 
keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri, artinya 
keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya tidak boleh 
dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya.  
Pengakuan terdakwa belum dapat digunakan untuk 
membuktikan kesalahannya, sebab pengakuan terdakwa itu disamping 
harus disertai keterangan, keadaan bagaimana perbuatan itu dilakukan, 
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tempat dan waktu serta cara-cara ia melakukan perbuatan pidana itu, 
juga harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa 
keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia 
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, 
melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. 
45
 
Jadi hal keterangan terdakwa saja didalam sidang, tidak cukup 
untuk membuktikan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu 
tindak pidana, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya.   
 
B. Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan 
Menurut Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian Visum et repertum 
Istilah Visum et Repertum dalam hukum Islam terlebih hukum pidana 
Islam tidak ada penjelasannya, namun hakikat dari pada Visum et 
Repertum sebagai pembuktian tindak pidana dalam Islam itu ada. Islam 
adalah agama yang menganjurkan adanya pembuktian dalam mengungkap 
sebuah kejahatan atau tindak pidana. Seperti yang tercantum dalam Dalam 
al-Qur‟an surat al-Hujarat ayat 6 dijelaskan bahwa pentingnya mencari 
kebenaran dalam suatu pembuktian : 
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َاي  اوُحِبْصُت َف ٍةَلاَهَِبِ اًمْو َق اوُبيِصُت ْنَأ اوُن ا ي َبَت َف ٍإَبَِنب ٌقِساَف ْمَُكءاَج ْنِإ اوُنَمآ َنيِذالا اَهُّ َيأ
( َينِمِدَان ْمُتْلَع َف اَم ىَلَع٦) 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu 
orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti 
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum 
tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal 
atas perbuatanmu itu.” (QS. al-Hujarat: 6).46 
Ayat tersebut menjadi dasar kewajiban untuk melakukan pembuktian, 
karena pembuktian diharapkan mampu menunjukan kenyataan yang 
sebenarnya sehingga nantinya menjadi dasar bagi hakim untuk 
menetapkan putusannya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga 
keyakinannya. Ini adalah sebuah aturan yang wajib dilaksanakan oleh 
hakim, agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan adil dan bijak 
tanpa menimbulkan ketimpangan hukum. Hal ini yang menjadikan dasar 
bahwa Islam juga mengatur adanya pembuktian khususnya Visum et 
repertum dalam kedudukannya di hukum Islam.  
Visum et repertum dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti 
surat keterangan dari dokter tentang hasil pemeriksaan secara medis. 
Kemudian dalam kamus hukum Visum et repertum adalah surat 
keterangan atau laporan dari seorang ahli mengenai pemeriksaannya 
terhadap sesuatu.   
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2. Dasar Hukum Visum et Repertum Dan Peran Visum et Repertum 
Dasar hukum visum et repertum terdapat dalam beberapa ayat Al-
Qur‟an, dijelaskan bahwa orang  yang telah mati atau berada dalam kubur 
itu tidak dapat mendengar. Keterangan  ini dapat dilihat dalam surah ar-
Ruum/30:52, Al-Faathir/35:22 dan surah An- Naml/27:80. Berikut ini 
salah satu ayat tentang itu dalam QS. Al-Naml/27:80 : 
 َّم ُّصلٱ ُعِمْسُت َلََو ٰىَتْوَمْلٱ ُعِمْسُت َلَ َكَِّنإ  َنيِرِبْدُم ۟اْوَّلَو اَِذإ َٓءاَع ُّدلٱ  
Artinya: 
“Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang 
mati  mendengar dan (tidak pula) menjadikan orang-orang tuli 
mendengar  panggilan, apabila mereka telah berpaling membelakang.” 
(Q.S. Al-Naml ayat 80) 
Ayat diatas sudah menjadi alasan bagi mereka yang berpendapat 
bahwa  orang yang sudah meninggal tidak dapat lagi meresakan apa yang 
terjadi pada  tubuhnya termasuk jika dipotong organ tubuhnya atau 
dibedah. Dengan demikian,  kewajiban menghormati orang mati 
seharusnya tidak membawa akibat  dilarangnya melakukan sesuatu yang 
perlu terhadap tubuhnya seperti bedah mayat  dan pengambilan sebagian 
organ tubuhnya untuk dimanfaatkan. 
Terdapat pula dasar hukum yang membahas tentang penolakan 
terhadap visum et reperum terhadap korban pemunuhan. Dalam syari‟at 
Islam sangat memuliakan jiwa dan jasad seorang muslim, bahkan setelah 
wafat sekalipun, hal ini sebagaimana firman Allah:  
 
 
 َٰنْقَزَرَو ِرْحَبْلٱَو ِّرَبْلٱ ِىف ْمُه َٰنْلَمَحَو َمَداَء ٓىِنَب اَنْم َّرَك ْدَقَلَو ِت َٰب ِّي َّطلٱ َن ِّم مُه
 ًليِضْفَت اَنْقَلَخ ْن َّم ِّم ٍريِثَك ٰىَلَع ْمُه َٰنْل َّضَفَو 
 Artinya: 
“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Isra‟ : 70) 
  Selain itu, berdasarkan keterangan sebuah hadist bahwa seorang 
 mayat dapat merasakan sesuatu seperti halnya orang-orang yang masih 
 hidup. Diriwayatkan ketika seorang sahabat menemukan tulang-tulang 
 manusia kemudian mematahkan, maka nabi melarangnya. Lalu Rasulullah 
 saw bersabda: 
 
 Artinya: 
 Telah bercerita kepada kami Hisyam bin Umar, berkata : telah bercerita 
 kepada kami „Aziz bin Muhammad al-Dharawardi, telah bercerita kepada 
 kami Sa‟ad bin Said, dari „Amrah, dari „Aisyah telah berkata : Rasulullah 
 Saw bersabda : “Mematahkan tulang orang yang telah mati sama 
 mematahkannya hidup-hidup” (H.R Ibnu Majah)  
Hadist diatas sering dijadikan dasar penolakan keagaaman terhadap  
pemotongan atau pembedahan organ tubuh manusia yang telah mati/ 
visum et repertum.  
 
 
Dalam delik pidana kehadiran alat bukti sangatlah penting guna 
menjaga hak-hak pada setiap manusia. Dalam acara peradilan Islam, setiap 
korban dan pelaku diberi hak yang seimbang.  
Seiring dengan perkembangan zaman manusia semakin peka akan 
masalah dan cara menyelesaikannya. Salah satunya yang terjadi pada 
perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dalam hal ini 
berpengaruh pada kepentingan penyidikan untuk membuktikan sebuah 
kesalahan. 
Visum et repertum merupakan alat bukti baru dalam hukum Islam 
yang jenisnya berbeda dari ketiga alat bukti yang sudah dijelaskan dalam 
hukum Islam. Namun pengertian tertulis Visum et repertum diterangkan 
dalam stattsblad tahun 1937 nomor 350 pada pasal 1 yang menyatakan 
banwa Visum et repertum adalah salah satu keterangan tertulis yang dibuat 
oleh dokter ahli atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihatnya pada 
benda yang diperiksannya, yang mempunyai daya bukti dalam perkara-
perkara pidana. 
47
 
3. Pandangan Umum Tentang Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam 
Hakim  agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya 
dan penyelesaian itu memenuhi tuntutan keadilan, maka wajib baginya : 
a. Mengetahui hakekat dakwaan/ gugatan; 
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b. Mengetahui hukum Allah tentang kasus tersebut.48 
Adapun pengetahuan hakim tentang hakekat dakwaan/ gugatan itu 
adakalanya ia menyaksikan sendiri peristiwanya, atau menerima 
keterangan dari pihak lain yang bersifat mutawatir, dan jika tidak 
demikian, maka tidak dapat disebut sebagai pengetahuan hakim tapi hanya 
dapat disebut dengan persangkaan (dhan).  
Dan oleh karena harus berpegangan dengan prinsip diatas malah justru 
menyulitkan manusia, dan menyebabkan terlantarnya sebagian besar hak-
hak mereka, membawa syari‟at menerima dasar dhanniyah (persangkaan) 
sesudah mengambil (langkah-langkah) yang cermat, dan pengetahuan 
hakim itu dipandang cukup dengan cara menampilkan bukti-bukti, seperti 
pengakuan tertuduh/ tergugat, saksi-saksi yang adil, meskipun masih 
dimungkinkan dustanya pihak yang memberikan pengakuan dan saksi-
saksi tersebut, tetapi yang lazim , bahwa manusia tidak berbuat dusta 
terhadap dirinya sendiri, demikian pula lazim, bahwa saksi-saksi yang adil 
tidak akan berdusta, dan semua itu atas tuntutan situasi yang darurat. 
Adapun pengetahuan hakim tentang hukum Allah, yaitu bahwa hakim 
tersebut harus memiliki pengetahuan tentang nash-nash yang qath‟i, atau 
hukum-hukum yang telah disepakati oleh Ulama‟ , dan jika tidak 
ditemukan ketentuan hukumnya pada nash-nash yang qath‟i dan tidak 
terdapat pula hukum yang disepakati oleh Ulama‟, maka ditempuhlah jalan 
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ijtihad,dan jalan ijhtihad ini pun didasarkan pada persangkaan yang kuat 
(dhan).  
Dan tentang cara-cara mengetahui hakekat dakwaan/ gugatan ini ada 
beberapa macam, diantaranya disepakati oleh madzhab-madzhab, dan 
sebagainya lagi masih diperselisihkan, dan Ulama‟ dari kalangan mazhab 
Hanafy menyebutkan alat-alat bukti yang telah disusun dalam bentuk puisi 
atau (nadham) yang terdiri dari tiga buah bait sebagai berikut
49
 :  
 
“Aku akan memberi petunjuk alat-alat bukti bagi orang yang 
bermaksud mengadili perkara, apabila orang berada dalam gelapnya 
situasi, maka ia akan memperoleh petunjuk daripadanya. 
 
Sumpah, pengakuan, penolakan sumpah, qasamah, bayyinah, ilmul 
qadli, hai sahabat mulia. 
 Demikian juga sangkaan-sangkaan atau petunjuk-petunjuk, apabila 
semua itu telah meyakinkan maka berhasillah (Pembuktian itu)”.  
Dan alat bukti menurut Ibnul Qayim adalah setiap alasan yang dapat 
memperkuat dakwaan/ gugatan. Dan ia telah menemukan sebanyak 26 
(dua puluh enam) alat bukti yang ia sebutkan dalam kitabnya At Thuruqul 
Hukmiyah, yang disimpulkan dari al-Qur‟an, Hadis yang sahih, atau dari 
praktek-praktek Nabi SAW, baik dalam situasi perang maupun damai, di 
dalam berpergian maupun di rumah. 
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4. Macam-Macam Alat Bukti 
a. Alat Bukti Pengakuan (Iqrar) 
Yang dimaksud dengan pengakuan adalah mengakui adanya hak 
orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau 
yang berstatus sebagai ucapan, meskipun untuk masa yang akan datang, 
untuk memasukkan kemungkinan apabila seseorang telah mengakui di 
hadapan sidang pengadilan. Bahwa rumah yang dikuasai Fulan itu 
adalah milik orang lain, maka apabila ternyata di masa mendatang 
rumah tersebut dikuasai oleh pengaku diatas maka terkenalah dirinya 
akibat pengakuannya sendiri.  
50
 
Pengakuan itu dapat berupa ucapan atau isyarat, bagi orang yang 
bisu atau sulit berbicara untuk kasus-kasus selain zina yang apabila 
pembuktiannya dalam bentuk isyarat dapat menimbulkan syubhat 
(perserupaan) demikian menurut Ulama‟ mazhab Hanafy. Sebab isyarat 
dapat menimbulkan faham yang berbeda-beda sehingga menimbulkan 
syubhat dalam menjatuhkan putusan. Berbeda dengan pendapat As 
Syafi‟i dan sebagian teman-teman Imam Malik. Adapun orang yang 
dapat berbicara yang tidak mengalami kesulitan untuk berbicara maka 
tidak dibenarkan untuk menggunakan isyarat kecuali yang menyangkut 
sengketa nasab dalam kasus ini ada hal-hal yang perlu dijaga tidak 
sebagaimana penjagaan terhadap kasus lainnya.  
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Demikian juga dibenarkan pengakuan dalam bentuk tulisan, 
meskipun sebagian Fuqaha‟ tidak dapat menerimanya, dengan alasan, 
bahwa tulisan-tulisan itu dapat tasyabuh (serupa) dan mungkin dapat 
dihapuskan. Dan pendapat yang masyhur dari As Syafi‟i, bahwa 
semata-mata tulisan tidak dapat dijadikan alat bukti, demikian juga 
menurut mazhab Maliki dengan alasan karena tulisan dapat dipalsu.  
Dan yang jelas, bahwa yang menyebabkan adanya pendapat yang 
tidak membenarkan semata-mata tulisan sebagai alat bukti adalah 
adanya kekuatiran pemalsuan dan penghapusan. Maka pengakuan 
secara tertulis yang telah diajukan di depan sidang, apabila tidak ada 
pihak-pihak yang keberatan dan telah dapat diterima maka dapat 
menadi alat bukti, dan di zaman modern ini telah terdapat berbagai 
teknis untuk mengenali tulisan (tentang palsu atau tidaknya). 
b. Alat Bukti Saksi (Bayyinah) 
Menurut Ibnul Qayyim, bayyinah meliputi apa saja yang dapat 
mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu, dan siapa yang 
mengartikan bayyinah sebagai dua orang saksi, belumlah memenuhi 
yang dimaksud, dan kami sama sekali tidak menemukan di dalam al-
Qur‟an yang membawakan kata bayyinah berarti dua orang saksi, tetapi 
arti bayyinah di dalam di dalam al-Qur‟an adalah al hujjah (dasar/ 
alasan); ad dalil; al burhan (dalil, hujjah/ alasan), dalam bentuk mufrad 
dan jama‟. Demikian juga sabda Nabi saw  “al bayyinatu „alal 
 
 
mudda‟i”yang berarti bayyinah itu (wajib) bagi penggugat/ penuntut51. 
Yang dimaksud di sini, bahwa penggugat/ penuntut untuk membuktikan 
gugatan atau dakwaannya ia harus membawakan bayyinah, sedang 
diantara bayyinah itu adalah dua orang saksi dan tidak ragu-ragu lagi,  
bahwa alat-alat bukti lainnya selain dua orang saksi kadang-kadang 
kedudukannya lebih kuat daripada dua orang saksi, seperti dilalatulhal ( 
sangkaan-sangkaan atau petunjuk keadaan) adalah lebih kuat daripada 
keterangan saksi.  
Tetapi menurut Jumhur, bahwa bayyinah sinonim dengan 
syahadah (Kesaksian), sedang arti syahadah yaitu keterangan orang 
yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal 
kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.  
Oleh karena itu, dapat pula dimasukkan disini tentang kesaksian 
yang didasarkan atas hasil pendengaran, seperti keksaksian atas 
kematian dan bagi orang yang diperlukan kesaksiannya adalah wajib 
memenuhi, kecuali perkara yang mengandung syubhat 
Dan di antara dakwaan ada yang tidak boleh kurang dari empat 
orang saksi seperti dakwaan zina dan diantaranya lagi ada yang tidak 
boleh kecuali dua orang saksi laki-laki yang adil, seperti dakwaan 
perkara yang diancam hukuman had selain zina, dan seperti dakwaan-
dakwaan perkara yang diancam hukuman qisash baik jiwa atau anggota 
badan.   
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c. Alat Bukti Sumpah (Qasamah) 
Qasamah dalam arti bahasa adalah sumpah yang dihadapkan 
kepada para wali yang tertuduh pelaku pembunuhan.
52
 
Sedangkan menurut Fuqaha‟ qasamah sama artinya dengan 
sumpah dan mereka tidak membawa kepada arti sumpah khusus yang 
dihadapkan kepada para wali tertuduh  dan ini pernah dilakukan di 
masa Nabi SAW.  
Adapun gambarannya adalah sebagai berikut, misalnya telah 
terjadi pembunuhan di satu tempat dan tidak diketahui siapa 
pembunuhnya serta tidak didapatkan bukti-bukti yang memberi 
petunjuk, sedang wali terbunuh menuduh seseorang atau sekelompok 
orang atas dasar adanya qarimah (Petunjuk) yang mencurigakan maka 
apabila para wali terbunuh meminta agar dilakukan qasamah  sedang 
syarat-syaratnya telah terpenuhi untuk pelaksanaannya, maka 
permintaan mereka ituharus dikabulkan dengan cara menyumpah 50 
orang yang dipandang saleh-saleh dari penduduk desa dimana tertuduh 
itu bertempat tinggal dan mereka itu dipilih oleh para wali  terbunuh, 
kemudian satu persatu dari 50 orang pilihan tersebut diambil 
sumpahnya dengan pernyataan bahwa si tertuduh tidak melakukan 
pembunuhan atas si terbunuh, dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. 
Lalu apabila mereka telah diambil sumpah seluruhnya, maka dijatuhkan 
putusan atas ketentuan bayar diyat (denda) kepada penduduk desa itu, 
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dan siapa yang menolak putusan tersebut ditahan sampai mau 
bersumpah atau mengakui. Dan ada yang berpendapat wajib di qisash.  
Disamping itu menurut mazhab Maliki dan satu riwayat dari Imam 
Ahmad, bahwa sumpah itu pertama kali dihadapkan kepada pihak wali-
wali terbunuh itu sendiri.  
Ibnul Qayyim mencatat adanya bentuk lain tentang qasamah yang 
ia catat dari teman-teman Imam Malik, yaitu qasamah yang 
diberlakukan bagi perampok-perampok harta benda yang menghabiskan 
seluruh isi rumah, sedang pada waktu itu diketahui orang-orang 
disekitar tempat kejadian, hanya mereka tidak dapat memastikan 
barang-barang apa saja yang mereka ambil. Dalam hal semacam ini 
menurut Ibnul Qayyim dan Ibnul Majisyun bahwa tentang barang-
barang apa saja yang diambil atau dirampok itu adalah semata-mata atas 
dasar pengakuan pemilik barang itu sendiri dengan dikuatkan 
sumpahnya. 
d. Alat Bukti Pengetahuan Hakim (Ilmul Qadli) 
Menurut mazhab Maliki bahwa hakim tidak boleh memutus 
perkara atas dasar bukti pengetahuannya tentang keadaan tergugat/ 
tertuduh, baik pengetahuannya itu sebelum atau sesudah diangkat 
sebagai hakim, baik pengetahuannya itu ketika di dalam sidang 
pengadilan atau di luarnya, demikian juga baik sebelum atau sesudah 
pemeriksaan perkara. 
53
Berbeda dengan pendapat Sahnun (juga 
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pengikut mazhab Maliki) yang membenarkan hakim memutus perkara 
atas dasar pengetahuannya tentang keadaan tergugat/ tertuduh sesudah 
diperiksa. Dan tidak ada perbedaan pendapat tentang apa yang diketahui 
atau didengar hakim tentang keadaan tergugat/ tertuduh di luar sidang 
pengadilan. Bahwa hal itu tidak dapat dipergunakan sebagai dasar 
putusannya dan apabila hakim telah menjatuhkan putusannya atas dasar 
yang demikian maka putusan tersebut berhak dibatalkan.    
Adapun Ibnu Hazm Adh-Dhahiri berpendapat, bahwa hakim wajib 
menjatuhkan putusan dengan dasar pengetahuannya dalam kasus-kasus 
pembunuhan, sengketa harta benda, kejahatan yang diancam dengan 
hukuman qishash, had, dan perzinaan baik pengetahuannya itu sesudah 
atau sebelum ia diangkat sebagai hakim, berdasarkan firman Allah 
SWT yang berbunyi: 
 ِمااو َق ْاُونوُك ْاوُنَمآ َنيِذالا اَهُّ َيأ َاي ْمُكِسُفَنأ ىَلَع ْوَلَو ِهِّلل ءاَدَهُش ِطْسِقْلِاب َين  
Artinya:  
“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 
dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.” (QS. An-
Nisa:135)
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Dan tidak dapat dikatakan adil, manakala hakim mengetahui 
bahwa salah satu pihak dari mereka yang berperkara itu berbuat zalim 
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terhadap pihak yang lain, kemudian ia membiarkan masing-masing 
pada kedudukannya.  
Oleh karena itu, Ulama‟ Mutaakhirin (belakangan) dan Fuqaha 
berpendapat, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusannya 
berdasarkan pengetahuannya secara mutlak, dalam semua perkara, 
mengingat meratanya kerusakan dimasa-masa sekarang  dan 
prakteknya sekarang adalah sebagaimana dikatakan oleh Dr. As 
Sanhuri, tidak boleh hakim menjatuhkan putusan atas dasar 
pengetahuannya karena pengetahuannya itu adalah merupakan suatu 
dalil, dimana pihak-pihak yang berperkara berhak mengujinya, padahal 
hal ini tidak boleh terjadi. Kemudian ia berkata, tetapi hal ini tidak 
boleh sampai menghalang-halangi kemungkinan untuk menjadikan 
pengetahuannya tentang kasus yang ditangani itu untuk membantu 
(mencari kebenaran) dalam hal-hal yang dimaklumi oleh umum dan 
pengetahuannya itu tidak merupakan kekhususan.  
e. Sangkaan-sangkaan atau petunjuk (Qarinah) 
Menganggap qarinah sebagai alat bukti adalah merupakan hal yang 
masih diperselisihkan oleh Fuqaha‟, sebagaimana kami telah 
menyebutkan bahwa Undang-Undang yang khusus menyangkut 
Mahkamah Syar‟iyah tidak menganggap qarinah sebagai alat bukti 
yang dapat dijadikan dasar putusan, kecuali dalam Undang-Undang No. 
78 Tahun 1931 dan sungguh Undang-Undang tersebut dengan 
anggapannya tentang qarinah sebagai alat bukti telah dapat melindungi 
 
 
banyak hak-hak dan menjauhkan peradilan dari ruh kebekuan dan 
bersama itu disertai ruh Islam dan mengambil apa yang disebutkan oleh 
Ibnul Gharas dan apa yang ditetapkan oleh Ibnul Qayyim. 
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Dan banyak contoh yang menunjukkan , bahwa Islam menganggap 
qarinah sebagai alat bukti, Dan Al Laits bin Mas‟ud bin Abdurrahman 
Al Mashri (wafat tahun 175 H) meriwayatkan, bahwa Umar bin Khattab 
pernah menemukan mayatyang ditelungkupkan di tengah jalan dan 
tidak diketahui siapa pembunuhnya, lalu ia berdo‟a Ya Allah, 
tunjukkanlah kepadaku pembunuhnya. Kemudian setelah berjalan satu 
tahun, ditemukanlah seorang bayi yang diletakkan di tempat mayat 
tersebut ditemukan, kemudian dibawa kepada Khalifah, lalu Khalifah 
Umar berkata, dengan ini aku akan menemukan jejak pembunuhnya, 
kemudian diserahkannlah bayi itu kepada seorang perempuan untuk  
dipeliharanya dan diberi bekal untuk perawatannya, dan Khalifah Umar 
berkata, perhatikan siapa yang mengambilnya dan apabila engkau 
temukan seorang perempuan menciuminya dan merangkulnya maka 
beritahukanlah kepadaku mana tempat permpuan itu berada. Setelah 
beberapa waktu, tiba-tiba seorang perempuan lalu berkata kepada si 
pemelihara bayi tadi,  aku diperintah tuan puteri menghadap kemari 
untuk menyampaikan kepada ibu agar sudi datang kepada tuan puteri 
dengan membawa bayi ini,karena tuan puteri ingin melihatnya dan akan 
dikembalikan kepada ibu lagi. Lalu dibawalah anak itu kepada tuan 
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puteri,demi setelah dilihanya anak itu diciumilah dan dipeluknya. 
Setelah Khalifah diberitahu maka dicarilah wanita tersebut dan ia 
dituduh sebagai pembunuh mayat yang pernah diketemukan olehnya 
beberapa waktu yang lalu, dan akhirnya wanita itu mengakui kemudian 
menceritakan sebab-musabab mengapa ia sampai membunhnya.  
Inilah satu kenyataan kedudukan qarinah dalam fiqih Islami. 
Adapun menurut Undang-Undang maka qarinah itu ada dua macam: 
Qarinah qadla‟iyyah yaitu qarinah yang merupakan hasil kesimpulan 
hakim setelah memeriksa proses perkara, dan dalam hal ini hakim 
mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menentukannya berdasar 
keyakinannya, dan yang kedua yaitu qarinah qanuniyyah yaitu qarinah 
yang ditentukan oleh Undang-Undang dan ini ada dua macam yaitu 
qarinah basitah dan qarinah qathi‟ah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   BAB III 
TINJAUAN UMUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN 
DALAM HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
 
A. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari 
Bahasa Belanda, bewijs diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran 
suatu peristiwa. Dalam kamus hukum bewijs diartikan sebagai segala sesuatu 
yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain 
oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim 
bagi penilaiannya. Sementara itu membuktikan berarti memperlihatkan bukti 
dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan. 
Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak 
jauh beda dengan pengertian pada umumnya. 
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R. Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. 
Pertama, dalam arti luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. 
Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat 
yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal 
yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat 
dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu, membuktikan dalam arti luas 
berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. 
Kedua, dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang 
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dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu, hal 
yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. 
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Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa 
pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. Pertama, membuktikan 
dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena 
berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. 
Kedua, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang 
bersifat nisbi atau relatif. 
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Memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif ini dibagi 
menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau 
kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut conviction intime dan 
kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut 
conviction raisonance. Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi 
dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang 
bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang 
diajukan. 
Secara singkat, Subekti berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti 
penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di 
pengadilan. Arti penting pembuktian yang dikemukakan Sudikno dan Subekti 
lebih bersifat universal, baik dalam konteks perkara pidana maupun perdata. 
59
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Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan 
perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran 
materiil. Kendati demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai 
sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang 
diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. 
Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari 
barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta 
menentukan atau menemukan tersangkanya.
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Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari 
perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang 
pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh 
hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat 
pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh 
undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa 
sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang. Terdakwa tidak diperkenankanmempertahankan sesuatu yang 
dianggap benar diluar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. 
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1. Dasar Hukum Pembuktian Hukum Acara Pidana 
a. Pasal 294 HIR 
1) Tidak seorang jua pun boleh dikenakan hukuman selain jika hakim 
mendapat keyakinan dengan alat bukti menurut Undang-Undang 
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bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa orang yang 
dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu.  
2) Atas persangkaan saja atau bukti-bukti yang tidak cukup tidak 
seorangpun yang dapat dihukum.  
b. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
kekuasaan kehakiman 
Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila 
pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang 
mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap 
bertanggungawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas 
dirinya.  
c. Pasal 183 KUHAP 
Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.  
d. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah 
adalah:  
1) Keterangan saksi; 
2)  Keterangan ahli; 
3) Surat; 
4) Petunjuk; 
 
 
5) Keterangan terdakwa.62  
2. Tahapan Pembuktian Visum et Repertum dalam Penegakan Hukum 
 Perlu tidaknya dilakukan Visum et Repertum terhadap korban 
mengacu pada pasal 183 dan pasal 184 KUHAP, di mana jika alat bukti 
yang dimiliki masih dianggap kurang oleh penyidik. Terhadap korban mati 
akibat tindak pidana, jika penyidik telah merasa memiliki minimum 2 alat 
bukti sah, maka plihan autopsi tidak perlu dilakukan 
 Banyak sekali kasus kematian akibat kekerasan atau pun racun 
yang tak perlu dilakukan autopsi oleh penyidik, karena telah terpenuhinya 
minimal 2 alat bukti yang sah. Dalam kasus kematian Almarhumah Mirna 
dalam kasus kopi sianida, penyidik menggunakan kewenangan yang sesuai 
dengan KUHAP Pasal 133 ayat (1), dimana isi dari permintaan tersebut 
mengacu pada KUHAP Pasal 133 ayat (2), yang cuplikannya sebagi 
berikut : “…atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”. 
Penggalan kalimat “pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah 
mayat” adalah 2 kalimat yang merupakan opsi (pilihan). Artinya, autopsi 
bisa dilakukan hanya terhadap sebagian dari organ-organ yang 
diperkirakan memiliki hubungan dengan kematian korban. 
 Autopsi adalah istilah yang sebetulnya tidak dikenal di KUHAP. 
Pasal 133 ayat (2) hanya mengatakan “pemeriksaan bedah mayat” dan 
“pemeriksaan mayat”, dimana maksud dan tujuannya hanya dalam rangka 
“membuktikan”. Secara umum istilah “autopsi” adalah “pelacakan”, yang 
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bertujuan untuk menemukan “jejak” suatu perbuatan pidana. Jika di awal 
pemeriksaan mayat telah ditemukan bukti yang cukup, maka pembuktian 
pada bagian-bagian selanjutnya menjadi tidak perlu sama sekali. 
 Berdasarkan ketentuan dari KUHAP Pasal 133 dan 134, dapat 
disimpulkan bahwa : Autopsi merupakan kewenangan penyidik, yang 
sifatnya hak (bukan kewajiban), bisa digunakan dan bisa juga tidak. 
Penggunaan kewenangan ini bergantung pada masih kurang atau sudah 
cukupnya alat bukti yang diperlukan untuk kepentingan peradilan. Adanya 
penggalan kalimat “pemeriksaan mayat” dan “pemeriksaan bedah mayat” 
pada pasal 133 ayat (2) bisa disimpulkan bahwa autopsi tidak harus 
dilakukan secara menyeluruh terhadap tubuh korban, namun autopsi cukup 
dilakukan terhadap bagian-bagian tubuh yang sekiranya bisa membuktikan 
adanya pelengkap dari sejumlah “rangkaian petunjuk”, sebagai salah satu 
alat bukti sah. 
 Dalam kasus kematian Mirna, sesungguhnya pemeriksaan lambung 
hanya bertujuan melengkapi suatu rangkaian petunjuk, sebab sudah ada 
petunjuk awal adanya sianida di dalam kopi. Apa yang dilakukan saksi 
ahli Dr. Slamet Purnomo sesungguhnya sudah sangat sesuai dengan 
ketentuan undang-undang, karena sesuai dengan KUHAP pasal 133 dan 
134. 
 Keterangan pihak terdakwa yang  mengatakan bahwa otopsi 
merupakan suatu keharusan dan autopsi harus dilakukan secara 
menyeluruh adalah keterangan yang tidak bisa dibenarkan, karena 
 
 
bertentangan dengan undang-undang, khususnya KUHAP Pasal 133 dan 
134. 
3. Kegunaan Autopsi (Bedah Mayat) dalam Mengungkap Tindak 
Pidana Pembunuhan 
 Ada beberapa alasan yang melandasi dilakukannya pembedahan 
terhadap mayat, antara lain : 
a. Untuk Kepentingan Penegakkan Hukum Penyelesaian kejahatan 
terutama yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa tidak selalu dapat 
diselesaikan oleh ilmu hukum sendiri. Dapat dikatakan seperti itu 
karena memang obyek kejahatannya adalah tubuh dan nyawa manusia, 
sedangkan tubuh dan nyawa manusia adalah kajian bidang ilmu 
kedokteran. Dengan demikian seringkali untuk kepentingan 
pembuktian dan penyelidikan sebab-sebab kematian lapangan ilmu 
hukum meminta bantuan kepada bidang kedokteran. Salah satunya 
Ilmu kedokteran dalam hukum pidana diposisikan sebagai ilmu 
pembantu hukum pidana dimana dalam hal penyelesaian perkara 
pidana disebut sebagai ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran 
forensik berperan dalam pengungkapan kasus-kasus yang berakibat 
timbulnya luka dan kematian, tanpa bantuan ilmu kedokteran forensik 
mustahil bagi ilmu hukum untuk dapat mengungkapkan misteri 
kejahatan tersebut. Tanda kematian merupakan cara yang digunakan 
untuk menentukan seseorang telah benar-benar mati, banyak pendapat 
yang mendefinisikan tanda kematian (sign of death) ini tetapi yang 
 
 
lebih penting untuk diamati dari berbagai tanda kematian ada tiga 
macam yaitu lebam mayat (livoris mortis), kaku mayat (rigor mortis), 
dan penurunan suhu mayat (algor mortis). Kepentingan dari observasi 
pada tiga hal ini adalah untuk menentukan sebab kematian, cara 
kematian, dan waktu atau saat kematian. Untuk memperoleh 
kebenaran, maka ilmu kedokteran memerlukan teori dan praktek yang 
lazim kita kenal dengan autopsi atau bedah mayat. Proses autopsi 
inilah yang akan mengantarkan kepada hal-hal yang dikenal dengan 
Seven “W” of Darjes, yaitu: perbuatan apa yang telah dilakukan; di 
mana perbuatan itu dilakukan; bilamana perbuatan itu dilakukan; 
bagaimana perbuatan itu dilakukan; dengan apa perbuatan itu 
dilakukan; mengapa perbuatan itu dilakukan dan siapa yang 
melakukan. Hasil pemeriksaan mayat dan bedah mayat (autopsi) 
disebut sebagai visum et repertum. Hasil dari visum et repertum inilah 
yang dapat dijadikan bukti yang dapat dilihat dan ditemukan. Adanya 
visum et repertum sebagai hasil dari penyelidikan dapat memberi 
keterangan kepada penegak hukum untuk mengetahui pelaku tindak 
pidana. 
b. Untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam rahim mayat Jika 
seorang ibu yang akan melahirkan meninggal dunia, sementara di 
dalam tubuhnya terdapat bayi yang masih hidup, maka dalam kondisi 
seperti ini tim dokter berusaha menyelamatkan bayi yang masih hidup 
tersebut dengan cara membedah perut mayat, karena satu-satunya cara 
 
 
yang dapat diharapkan untuk menyelamatkan bayi tersebut adalah 
dengan cara demikian. Di dalam beberapa kasus meninggalnya si ibu 
sebelum melahirkan antara lain adalah karena kecelakaan, akibat 
pendarahan hebat yang mengakibatkan kekurangan darah, tidak 
lancarnya persalinan, dan disebabkan oleh penyakit  tertentu.  
c. Untuk mengeluarkan benda berharga  dari mayat. Apabila seseorang 
menelan sesuatu yang bukan miliknya, misalnya menelan permata 
orang lain yang sangat berharga yang mengakibatkan ia meninggal 
dunia, selanjutnya pemilik barang tersebut menuntut agar permata 
tersebut dikembalikan kepadanya. Maka tidak ada cara lain yang 
ditempuh kecuali dengan membedah mayat itu untuk mengeluarkan 
permata tersebut dari jasadnya. 
Untuk keperluan Penelitian Ilmu Kedokteran Di dalam dunia 
kedokteran terutama dewasa ini, para dokter untuk mengetahui suatu 
penyakit yang belum diketahui dengan sempurna selama penderita 
sakit, ketika ia mati untuk tujuan penelitian kedokteran dipandang 
perlu melakukan penyelidikan yang intensif guna memastikan jenis 
penyakit tersebut, penyebabnya dan cara mengatasinya. Tindakan yang 
dilakukan terhadap si mayat adalah dengan memotong bagian tubuh 
tertentu untuk dijadikan sampel penelitian yang akan diperiksa di 
laboratorium. 
 Autopsi (bedah mayat) yang dilakukan dalam rangka penyidikan  
pihak kepolisian untuk mencari penyebab kematian serta mencari segala 
 
 
informasi mengenai hal-hal yang terjadi pada korban di sekitar waktu 
kematian, misalnya untuk memastikan apakah korban meninggal karena 
kecelakaan, bunuh diri, dianiaya atau dibunuh. Jadi meskipun ada dugaan 
overdosis, kepastian baru diperoleh setelah autopsi dan pemeriksaan 
toksikologi (mendeteksi adanya racun atau obat-obatan dalam tubuh), serta 
harus ditentukan apakah overdosis terjadi akibat tindakan korban sendiri 
atau ada orang lain yang melakukannya. 
 Masalah bedah mayat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 
18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis 
serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Undang-undang 
Nomor 36 Tahun 2009 pasal 70 berbunyi: 
a. Dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan 
bedah mayat untuk penyelidikan sebab penyakit dan atau sebab 
kematian serta pendidikan tenaga kesehatan. 
b. Bedah mayat hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang 
mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dengan 
memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat. 
c. Ketentuan mengenai bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 
dan ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
 Sebab kematian tidak dapat ditentukan  hanya dari pemeriksaan 
luar saja. Sehingga perlu dilakukan autopsi atau bedah mayat untuk 
mengetahui penyebab kematian seseorang dimana sebelumnya pihak 
 
 
penyidik wajib memberitahukan kepada pihak keluarga korban bahwa 
prosedur itu harus dilakukan untuk kepentingan peradilan. Mengenai hal 
ini diatur dalam : 
a. KUHAP pasal 134 ayat (1)  
“Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian 
bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib 
memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.” 
b. KUHAP pasal 134 ayat (2)  
“Dalam hal keluarga keberatan, pemyidik wajib menerangkan dengan 
sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya 
pembedahan tersebut.” 
 Jika setelah penyidik menerangkan kepada keluarga korban tentang 
maksud dan tujuan pembedahan mayat dengan sejelas – jelasnya tetapi 
keluarga korban tetap keberatan maka keluarga dianggap dengan sengaja 
menghalang – halangi, merintangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat 
untuk pengadilan maka perbuatan itu diancam dengan pidana seperti 
dalam pasal 222 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja mencegah, 
menghalangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan 
dihukum dengan penjara selamalamanya sembilan bulan atau denda paling 
banyak tiga ratus ribu rupiah“. Penyidik menetapkan waktu dua hari untuk 
menanti tanggapan dari keluarga jenazah yang akan di autopsi, maupun 
untuk mencari keluarga jenazah yang tidak dikenal. Jika dalam waktu dua 
hari itu tidak ada tanggapan dari pihak keluarga atau keluarga jenazah 
 
 
tidak ditemukan maka autopsi akan tetap dilaksanakan segera sesuai 
dengan permintaan penyidik. Hal ini diatur dalam  KUHAP pasal 134 ayat 
(3): “Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari 
keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik 
segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 
ayat (3) undang-undang ini.“   
 
B. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam 
Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata bayyinah 
yang artinya suatu yang menjelaskan. Ibn al Qayyim al Jauziyah mengartikan 
bayyinah sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkap dan 
menjelaskan kebenaran sesuatu. Menurut jumhur ulama‟ bayyinah sinonim 
dengan syahadah (kesaksian), sedang arti syahadah adalah keterangan orang 
yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk 
menetapkan hak atas orang lain.
63
 
Bukti secara global, merupakan segala sesuatu yang menjelaskan dan 
mengungkapkan kebenaran al-Qur‟an menyebutkan pembuktian tidak hanya 
dalam arti dua saksi. Akan tetapi juga dalam keterangan, dalil, dan alasan baik 
secara sendiri-sendiri maupun secara kumulatif.  
Pembuktian merupakan suatu proses mempergunakan atau 
mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai 
dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim 
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terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil 
yang menyanggah tentang kebnaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh 
pihak lawan.  
Pembuktian bertujuan sebagai dasar bagi para hakim dalam 
menentukan terdakwa itu salah atau benar bukan hanya standar pengambilan 
keyakinan hakim belaka, akan tetapi didasarkan terhadap pembuktian dan 
dalil-dalil yang dikemukakan di depan hakim. 
Apabila hakim secara mutlak menyandarkan pada keyakinan saja tanpa 
alat-alat bukti lainnya, akan berakibat terjadi kesewenang-wenangan. Karena 
keyakinan hakim itu sangat subjektif. Maka dari itu sewajarnyalah apabila 
dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu dijadikan dasar 
pertimbangan hakim agar dapat tercapai suatu keputusan yang objektif.  
Produk peradilan itu ada dua macam yaitu penetapan dan keputusan. 
Penetapan bermuara pada kebenaran, sedangkan keputusan bermuara pada 
keadilan. Allah SWT berfirman dalam surat al-An‟am 115: 
 ًلْْدَعَو اًقْدِص َكِّبَر ُتَمِلَك ْتاَتََو  ۚ َبُمَلْ ِِهتاَمِلَكِلَل ِّد  ۚ ُميِلَعْلاُعيِم اسلاَوُهَو  
 Artinya: “Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Qur‟an) 
sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat 
merubah rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha 
Mendengar lagi Maha mengetahui.”64 
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1. Dasar Hukum Pembuktian Hukum Pidana Islam 
Dalam al-Qur‟an surat al-Hujarat ayat 6 dijelaskan bahwa pentingnya 
mencari kebenaran dalam suatu pembuktian : 
 اًمْو َق اوُبيِصُت ْنَأ اوُن ا ي َبَت َف ٍإَبَِنب ٌقِساَف ْمَُكءاَج ْنِإ اوُنَمآ َنيِذالا اَهُّ َيأ َاي اوُحِبْصُت َف ٍةَلاَهَِبِ
( َينِمِدَان ْمُتْلَع َف اَم ىَلَع٦) 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu 
orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti 
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum 
tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal 
atas perbuatanmu itu.” (QS. al-Hujarat: 6)65. 
Ayat di atas menjadi dasar kewajiban untuk melakukan pembuktian, 
karena pembuktian diharapkan mampu menunjukan kenyataan yang 
sebenarnya sehingga nantinya menjadi dasar bagi hakim untuk 
menetapkan putusannya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga 
keyakinannya. Ini adalah sebuah aturan yang wajib dilaksanakan oleh 
hakim, agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan adil dan bijak 
tanpa menimbulkan ketimpangan hukum.  
Sedang pembuktian Visum et Repertum yang berkaitan dengan 
pendapat ahli memiliki dasar hukum yaitu firman Allah dalam surat An 
Nahl ayat 43 yaitu: 
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 ْمِهْيَلِإ يِحُون ًلْاَِجر الِْإ َكِلْب َق ْنِم اَنْلَسْرَأ اَمَو  ۚ ْنُكْنِِإرْكِّذلَلَْهَأاُوَلأْساَف َنوُمَلْع َتَلَْمُت  
Artinya : “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-
orang lelaki yang Kami beri wahyui kepada mereka, maka 
bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika 
kamu tidak mengetahui.” (QS An Nahl: 43)66 
Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 106 yang berbunyi: 
 اَوَذ ِناَن ْثا ِةايِصَوْلا َينِح ُتْوَمْلا ُمَُكدَحَأ َرَضَح اَذِإ ْمُكِنْي َب ُةَداَهَش اوُنَمآ َنيِذالا اَهُّ َيأ َاي
 ِضْرلأا فِ ْمُت ْبَرَض ْمُت َْنأ ْنِإ ْمُِكْيَْغ ْنِم ِناَرَخآ ْوَأ ْمُكْنِم ٍلْدَع ُةَبيِصُم ْمُكْت َباَصَأَف
  ْوَلَو اًَنَثَ ِهِب يَِتَْشَن لْ ْمُتْب َتْرا ِنِإ ِهاللِاب ِناَمِسْق ُي َف ِةلَاصلا ِدْع َب ْنِم اَمُه َنوُسِبَْتَ ِتْوَمْلا
( َينِثَلآا َنِمَل اًذِإ اانِإ ِهاللا َةَداَهَش ُمُتْكَن لَْو َبَْر ُق اَذ َناَكٔٓ٦) 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang 
kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, maka 
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di 
antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, 
jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa 
bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah 
sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah 
dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu “(Demi Allah) Kami 
tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk 
kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak 
(pula) Kami menyembunyikan persaksian Allah Sesungguhnya 
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Kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang 
berdosa”. (QS. al-Maidah: 106).67 
Ayat di atas mengandung makna bahwa jika seseorang sedang 
berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak 
harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-
saksi yang dipandang adil.  
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Visum et 
Repertum  
 Dalam syari‟at Islam sangat memuliakan jiwa dan jasad seorang 
muslim, bahkan setelah wafat sekalipun, hal ini sebagaimana firman 
Allah:  
 ُه َٰنْل َّضَفَو ِت َٰب ِّي َّطلٱ َن ِّم مُه َٰنْقَزَرَو ِرْحَبْلٱَو ِّرَبْلٱ ِىف ْمُه َٰنْلَمَحَو َمَداَء ٓىِنَب اَنْم َّرَك ْدَقَلَو ٰىَلَع ْم
 ٍريِثَك ًليِضْفَت اَنْقَلَخ ْن َّم ِّم  
Artinya: 
“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Isra‟ : 70) 
 Sehingga secara umum, melakukan tindakan melukai atau 
melakukan tindakan tidak hormat pada mayat seorang muslim 
diharamkan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan 
dari Aisyah sebagai berikut: 
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 Hadis tersebut di atas mengisyaratkan bahwa manusia dilarang 
untuk memaki-maki orang yang telah meninggal dunia apalagi sampai 
menyakiti bagi mayat tersebut, yakni adanya larangan memecah belah 
tulang belulang bagi si mayat tanpa adanya sebab dilarang dalam agama 
Islam, karena itu sama menyakiti mayat tatkala ia masih hidup. 
 Pembicaraan mengenai hukum bedah mayat atau yang lebih 
dikenal dengan sebutan otopsi, tidak lepas dari kajian fiqh kontemporer, 
sebab praktik bedah mayat sebagaimana yang dilakukan sekarang 
merupakan permasalahan yang muncul dewasa ini. Dalam Islam 
mengatakan bahwa segala permasalahan yang timbul hendaknya dicarikan 
jalan keluar (dikembalikan) kepada nas yang ada, baik al-Qur‟an atau as-
Sunnah sebagaimana firman Allah yang berbunyi:  
 ُتْعَز َٰنَت ِنإَف ۖ ْمُكنِم ِرْمَْلْٱ ىِلُ۟وأَو َلوُس َّرلٱ ۟اوُعيِطَأَو َ َّللَّٱ ۟اوُعيِطَأ ۟آوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَه َُّيأ
ٓ َٰي ىِف ْم
 ٌرْيَخ َكِل َٰذ  ِرِخاَءْلٱ ِمْوَيْلٱَو ِ َّللَّٲِب َنوُنِمْؤُت ْمُتنُك ِنإ ِلوُس َّرلٱَو ِ َّللَّٱ ىَِلإ ُهو ُّدُرَف ٍءْىَش
 ًليِْوأَت ُنَسَْحأَو 
Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.” (QS. An-Nisa‟ : 59) 
 
 
 
 Namun apabila dalam nas tidak ditemukan jawaban atas 
permasalahan tersebut, maka seorang (ulama‟) dapat berusaha dengan 
segenap kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki untuk 
melakukan ijtihad, dengan tetap memperhatikan tata aturan dan kaidah-
kkaidah yang telah ditentukan, sehingga seseorang tidak melakukan ijtihad 
dengan sekehendak hatinya.  
 Pada masa ini otopsi sering digunakan sebagai salah satu bagian 
dari proses hukum, dalam mencari atau menguatkan bukti.  Hasil dari 
pemeriksaan otopsi tersebut ditulis dalam sebuah surat keterangan dokter 
yang lazim disebut dalam dunia kedokteran dengan istilah Visum et 
Repertum yakni laporan atau surat keterangan dari seseorang dokter untuk 
pengadilan dalam perkara pidana.  
 Otopsi memiliki peran yang cukup penting dalam dunia medis. 
Bahkan menjadi sebuah tuntunan pada saat muncul varian penyakit baru 
yang ganas dan misterius juga memerlukan penanganan yang lebih serius 
dan otopsi bisa menjadi salah satu proses untuk mencari solusi. 
 Otopsi dapat dilakukan tanpa melakukan bedah mayat. Misalnya 
dengan memeriksa kondisi jasad, sidik jari, luka dan sebagainya. Namun 
tak jarang pula dilakukan pembedahan pada beberapa organ dalam, bahkan 
mayat yang sudah dikuburkan digali kembali.  
 Dalam syariat Islam apabila mayat yang sudah dikuburkan, tidak 
boleh dibongkar (haram dibongkar) karena hal itu akan merusak 
kehormatan mayat, kecuali kalau terjadi beberapa hal berikut : mayat yang 
 
 
dikubur belum dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalatkan, tidak 
menghadap kiblat, dikuburkan di tanah yang dirampas atau dibungkus 
dengan kain yang dirampas, sedang yang empunya minta dikembalikan, 
atau kedalam kuburan itu terjatuh suatu barang yang berharga. Jika terjadi 
salah satu dari hal-hal tersebut kuburan boleh dibongkar selama mayat 
belum membusuk.  
 Adapun membongkar kuburan yang sudah lama, tidak ada 
halangan, asal mayat sudah hancur berarti tulang-tulangnya sudah hancur. 
Dalam hadis Nabi tidak ditemukan keterangan yang sarih tentang 
melakukan otopsi, yang dapat ditemukan hanya alil-dalil dari surah 
nabawiyah yang berbicara tentang larangan merusak tulang mayat. Selain 
itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum 
membedah perit mayat. hanya saja masalahnya tidak sama persis dengan 
kasus otopsi. Mereka membedah perut mayat bila mayat itu menelan harta 
atau di dalamnya ada janin yang diyakini masih dalam keadaan hidup. 
 Pada umumnya merusak jasad mayat adalah dilarang, tapi terdapat 
beberapa ulama kontemporer memperbolehkan atas dasar pertimbangan 
maslahat tapi dengan beberapa syarat. Maslahat bagi si mayat adalah 
hendaknya jasad tidak dirusak, sedang maslahat dengan diadakannya 
otopsi adalah beberapa masalah terkait bisa menjadi solusi. Otopsi bisa 
menyebabkan mafsadah (kerusakan), sedang ketidaktahuan akan sebab 
kematian akibat penyakit berbahaya, akibat tindak pidana dan tidak 
berkembangnya ilmu kedokteran adalah mafsadah yang jauh lebih besar. 
 
 
3.  Tujuan Pembuktian 
 Yang dimaksud dengan membuktikan berarti memberi kepastian 
kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah 
untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa 
tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh 
penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut 
Pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa “hal yang secara umum sudah 
diketahui tidak perlu dibuktikan.” 
Dengan demikian, hakim didalam memeriksa suatu perkara pidana 
dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha membuktikan:  
a. Apakah betul suatu peristiwa itu telah terjadi? 
b. Apakah betul peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana ? 
c. Apakah sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi? 
d. Siapakah orangnya yang telah bersalah berbuat peristiwa itu? 
Maka tujuan pembuktian di atas, adalah untuk mencari, 
menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam 
perkara itu, dan bukanlah semata-semata mencari kesalahan seseorang.
68
 
4.   Prinsip-Prinsip Pembuktian 
Prinsip-prinsip pembuktian antara lain: 
a. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 
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Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang 
berbunyi: “Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu 
dibuktikan” atau disebut dengan istilah notoire feiten. Secara garis 
besar fakta notoire dibagi menjadi dua golongan,yaitu: 
1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau 
peristiwa tersebut memang sudah demikian. Maksud sesuatu 
misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Yang dimaksud 
dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan 
peringatan hari kemerdekaan Indonesia.  
2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu 
mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan 
demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang 
dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk. 
69
 
b. Menjadi saksi adalah kewajiban. 
Kewaiban seseorang menjadi saksi diatur pada Penjelasan Pasal 
159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Orang yang menjadi saksi 
setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan 
keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan 
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pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Demikian 
puladengan ahli.”70 
c. Satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis)  
Secara harfiah unus testis nullus testis berarti seorang saksi 
bukanlah saksi. Tegasnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, 
baik dalam konteks pidana maupun perdata, dibutuhkan minimal dua 
orang saksi.  
Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang   
berbunyi: 
“keterangan seseorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan 
kepadanya”.  
Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak 
berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari 
Penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: “Dalam acara 
pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti 
yang sah”. Adi, ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, 
satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim 
cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara 
cepat.
71
 
d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum 
membuktikan kesalahan terdakwa. 
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Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip 
“pembuktian terbalik”  yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana 
yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang 
berbunyi: “keterangan terdakwa saa tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, 
melainan harus disertai dengan alat bukti lain”.  
e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.  
Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang 
berbunyi: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap 
dirinya sendiri”.  
Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya 
boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat 
bagi diri terdakwa sendiri. Menurut asas ini, apa yang diterangkan 
seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, 
hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. 
Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-
masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang 
mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat 
dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.   
Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan 
penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui 
pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian 
dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang “tidak 
 
 
cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan epada terdakwa, 
terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai Pasal 191 (1) KUHAP 
yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan 
di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa 
diputus bebas”.  
Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan 
alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan 
“bersalah”. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman,yang sesuai dengan 
Pasal 193 (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat 
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidanayang didakwakan 
kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Oleh karena itu, 
hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai serta 
mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas 
minimum “kekuatan pembuktian” atau bewijs kracht dari setiap alat 
bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.
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5.  Teori Sistem Pembuktian 
Dalam Hukum Acara Pidana dikenal empat teori sistem 
pembuktian, yaitu: 
a. Teori Sistem Pembuktian “Positief Wettelijk” (Positief Wettelijk   
Bewijstheorie) 
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Menurut sistem ini, terbukti tidaknya suatu perbuatan yang 
didakwakan adalah semata-mata disandarkan pada alat-alat bukti yang 
diakui oleh Undang-Undang dan tidak dibutuhkan adanya keyakinan 
hakim. Apabila sudah terdapat alat-alat bukti yang diakui Undang-
Undang dan telah dipergunakan sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang, maka hakim harus menjatuhkan putusan bahwa suatu 
perbuatan yang didakwakan telah terbukti walaupun hakim yakin 
bahwa yang dianggap terbukti tersebut tidak benar. Demikian pula 
sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhinya alat-alat bukti dan cara 
mempergunakan alat-alat bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang, maka hakim harus memutuskan bahwa suatu 
perbuatan yang didakwakan tidak terbukti meskipun hakim 
berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi. 
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b. Teori Sistem Pembuktian “Conviction Intime” 
Menurut sistem ini dasar pembuktiannya ada pada keyakinan 
hakim semata, artinya menyerahkan segala sesuatunya kepada 
keyakinan hakim saja tanpa mengindahkan alat-alat bukti yang ada atau 
tidak terikat oleh suatu peraturan. Keyakinan hakim dalam 
menganggap telah terjadi perbuatan pidana atau terbuktinya tindak 
pidana yang dilakukan tentunya didasarkan pada alasan-alasan yang 
berdasarkan logika, hanya saja hakim tidak diwajibkan menyebutkan 
alasan-alasan itu. Kalaupun hakim menyebutkan alat bukti yang ia 
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pakai, maka hakim dapat menggunakan alat bukti apa saja tidak terikat 
pada alat bukti yang ada dalam Undang-Undang atau peraturan. 
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c. Teori Sistem Pembuktian “Conviction Raisonne” 
Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak 
ditentukan atau terikat dalam Undang-Undang, namun demikian teori 
ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim 
dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian  yang tidak di 
atur dalam Undang-Undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas 
keyakinan dan pendapatnya sendiri (subjektif).  
Adapun perbedaan antara teori ini dengan teori pembuktian 
berdasar keyakinan hakim melulu (Conviction Intime), yaitu pada teori 
pembuktian bebas masih diakui adanya alat-alat bukti dan cara 
pembuktian menurut Undang-Undang, tetapi teori pembuktian berdasar 
keyakinan hakim melulu tidak mengakui adanya alat-alat bukti dan 
cara pembuktian menurut Undang-Undang, namun persamaannya 
kedua-duanya berdasar atas keyakinan hakim. 
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d. Teori Sistem Pembuktian “Negatief Wettelijk” (Negatief Wettelijk 
Bewijstheorie)  
Menurut sistem ini, dasar pembuktiannya ada pada keyakinan 
hakim dengan alasan-alasan dan keyakinan hakim harus didasarkan 
pada alat-alat bukti menurut ketentuan Undang-Undang. Jadi hakim 
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terikat pada alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang dan 
keyakinannya.  
Meskipun dalam suatu perkara pidana sudah terdapat cukup bukti 
menurut ketentuan Undang-undang, maka hakim belum dapat 
menjatuhkan pidana atau hukuman sebelum hakim yakin akan 
kesalahan terdakwa (negatief/ negatif)
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Dari keempat sistem pembuktian di atas yang dipakai di Indonesia 
adalah sistem pembuktian Negatief Wettelijk. Hal tersebut dapat dilihat 
dari: 
1) Pasal 294 HIR 
a) Tidak seorang ua pun boleh dikenakan hukuman selain jika 
hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti menurut Undang-
Undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa 
orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu.  
b) Atas persangkaan saja atau bukti-bukti yang tidak cukup tidak 
seorangpun yang dapat dihukum.  
2) Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
kekuasaan kehakiman. 
Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila 
pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-
Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap 
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bertanggungawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan 
atas dirinya.  
3) Pasal 183 KUHAP 
Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.  
C. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum  Pidana 
Islam  
1. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP 
 Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu dellictum yang didalam 
Wetboek Van  Strafbaarfeit Netherland dinamakan Strafbaar feit. Dan 
dalam bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus Bahasa Indonesia arti 
delik diberi batasan sebagai berikut, perbuatan yang dapat dikenakan 
hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak 
pidana. 
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 Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) dikenal dengan istilah “stratbaar feit”. Istilah stratbaar feit dalam 
bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak 
pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan 
perbuatan pidana.  
                                                             
       77Firdaus Saini, “Peranan Visum Et Repertum Dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan 
Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi kasus Putusan No. 396/PID.B/ 2014/PN. MKS)” 
Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm. 52.  
 
 
 Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang – Undang  
Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menjelaskan antara  Pembunuhan  
merupakan perbuatan menghilangkan nyawa dengan cara melanggar  
hukum, ataupun tidak melawan hukum. Pembunuhan dalam Kitab Undang  
– Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur dalam Bab XIX tentang  
kejahatan terhadap nyawa orang, yang diatur dalam pasal 338-350 KUHP.  
Pembunuhan menurut Hukum Pidana Indonesia dibagi menjadi 2  (dua) 
macam yaitun Pembunuhan Sengaja (Dolus), dan Pembunuhan Tidak 
Sengaja (Culpa). 
 Sistematika pengaturan kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP  
dapat dijabarkan sebagai berikut, Pembunuhan (Pasal 338), Pembunuhan  
dengan pemberatan (Pasal 339), Pembunuhan berencana (Pasal 340),  
Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341), Pembunuhan bayi berencana 
(Pasal 342), Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344),  
Membujuk/membantu orang agar orang bunuh diri (Pasal 345),  
Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346), Penguguran  
kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347), Matinya kandungan dengan izin  
perempuan yang mengandungnya (Pasal 348), Dokter/bidan/tukang obat  
yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349),  
Pembunuhan Tidak Sengaja (359). 
 Tindak Pidana Pembunuhan di dalam KUHP ialah merupakan  
kejahatan terhadap nyawa orang lain, dengan cara sengaja (dolus), ataupun  
tidak sengaja (culpa). Objek dari kejahatan terhadap nyawa adalah  
 
 
manusia, jadi bukan termasuk kejahatan terhadap nyawa apabila yang  
menjadi objeknya ialah hewan.  
 Perbuatan menghilangkan nyawa, harus ada 3 (tiga) unsur pokok 
terpenuhi antara lain: 
a. Adanya wujud perbuatan 
b. Adanya suatu kematian (orang lain)  
c. Adanya hubungan sebab akibat (causal verbad),  antara perbuatan 
dan akibat kematian. 
 Dalam hal Tindak Pidana Pembunuhan, sanksi pidana yang  
dikenakan bagi pelaku pembunuhan ialah pidana pokok yaitu pidana mati,  
pidana penjara, dan pidana kurungan. Sanksi Tindak Pidana  di dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, 338-340 KUHP, dan 
terkandung 2 (dua) jenis  pembunuhan yaitu pembunuhan sengaja (Dolus), 
dan Pembunuhan Tidak Sengaja (Locus).  
 Pembunuhan sengaja dibagi menjadi 2 (dua) jenis pembunuhan 
yaitu, pembunuhan sengaja biasa (338 KUHP) yang menjelaskan 
“Barangsiapa  dengan  sengaja  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam 
karena  pembunuhan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  belas 
tahun”, dan pembunuhan sengaja dengan cara berencana (340 KUHP) 
menjelaskan “Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  dengan  direncanakan 
terlebih dahulu  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena 
pembunuhan berencana,  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara 
 
 
seumur  hidup atau  pidana  penjara  selama  waktu  tertentu  paling  lama  
dua  puluh tahun”.  
 Sedangkan pembunuhan tidak sengaja diatur di dalam pasal 359 
KUHP menjelaskan “Barangsiapa  karena  kealpaannya  menyebabkan 
matinya  orang  lain, diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  lima  
tahun  atau kurungan paling lama satu tahun”. 
2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam  
 Salah satu perbuatan yang dilarang oleh syara` dalam Hukum  
Pidana Islam ialah pembunuhan atau yang dikenal dengan istilah Al-Qatl.   
Pembunuhan menurut para ulama diartikan sebagai suatu perbuatan yang  
menyebabkan hilangnya nyawa. Mazhab Maliki hanya membagi  
pembunuhan menjadi dua macam yaitu pembunuhan sengaja, dan  
pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan para ulama Hanafiyah, Syafiiah,  
dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu: 
Pembunuhan sengaja (Qatl Al-Amd), yaitu suatu perbuatan penganiayaan  
terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa,   
Pembunuhan pembunuhan semi sengaja (Qatl Syibh Al-Amd), yaitu  
perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk 
membunuh, Pembunuhan karena kesalahan (Qatl Al-Khta`), yaitu  
pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam  
perbuatan adalah dalam maksud dan kelalaian. 
Tindak Pidana Pembunuhan, baik pembunuhan yang dilakukan  
dengan sengaja, maupun tidak sengaja dijelaskan dalam beberapa Surah  
 
 
Al-Qur`an antara lain, Dalam Surah Al- An`aam ayat 151, Surah Al-Israa` 
ayat 31, Surah Al-Israa` ayat 33, Surah Al-Furqan ayat 68. 
Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Di dalam Hukum Pidana Islam  
digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis antara lain,  
a. Pembunuhan Sengaja  (Al-Qatlul`amd). Sanksi untuk pembunuhan 
sengaja terbagi atas beberapa  macam yakni hukuman pokok, hukuman 
pengganti, dan hukuman  tambahan. Hukuman pokok untuk 
pembunuhan sengaja ialah hukuman  qishas, dan kifarat. Sedangkan 
hukuman pengganti ialah hukuman diyat  dan ta`zir. Hukuman 
tambahannya ialah pengahapusan hak waris, dan hak  wasiat.  
b. Pembunuhan Meyerupai Sengaja (Al-Qatlu Syibhul`amd).  Sanksi 
untuk pembunuhan menyerupai sengaja dalam Hukum Pidana  Islam 
diancam dengan beberapa hukumana, yaitu hukuman pokok,  hukuman 
pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk  tindak 
pidana menyerupai sengaja ialah Hukuman Diyat, dan Kifarat,  
sedangkan hukuman penggantinya ialah Hukuman Ta`zir, dan 
hukuman  tambahannya ialah pencabutan hak waris dan wasiat.  
c. Pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja (Al-Qatlul Kaha`). 
Hukuman untuk  pembunuhan tidak sengaja terbagi menjadi beberapa 
jenis yaitu, hukuman  pokok : diyat dan kifarat, dan hukuman 
tambahan : penghapusan hak waris dan wasiat. 
 
 
 
 
BAB IV 
ANALISIS KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM (VER) DALAM 
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PERSPEKTIF 
HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM   
 
A. Analisis Kedudukan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak 
Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Acara Pidana 
 Perlu tidaknya dilakukan Visum et Repertum sebagai hasil dari 
pemeriksaan mayat atau bedah mayat (autopsi) terhadap korban mengacu pada 
pasal 183 dan pasal 184 KUHAP, dimana jika alat bukti yang dimiliki masih 
dianggap kurang oleh penyidik. Terhadap korban mati akibat tindak pidana, 
jika penyidik telah merasa memiliki 2 alat bukti sah, maka pilihan autopsi 
sebagai dasar laporan Visum et Repertum tidak perlu dilakukan.  
Seperti dalam KUHAP Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP yang 
berbunyi, bahwa: 
(1) dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang 
korban baik luka, keracunan ataaupun mati yang diduga karena 
peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan 
permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau 
dokter dan/atau ahli lainnya; 
 
 
(2)  permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas 
untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan bedah mayat.  
  Berdasarkan ketentuan dari KUHAP Pasal 133 dan 134, dapat 
disimpulkan bahwa : Autopsi merupakan kewenangan penyidik, yang 
sifatnya hak (bukan kewajiban), bisa digunakan dan bisa juga tidak. 
Penggunaan kewenangan ini bergantung pada masih kurang atau sudah 
cukupnya alat bukti yang diperlukan untuk kepentingan peradilan. Adanya 
penggalan kalimat “pemeriksaan mayat” dan “pemeriksaan bedah mayat” 
pada pasal 133 ayat (2) bisa disimpulkan bahwa autopsi tidak harus 
dilakukan secara menyeluruh terhadap tubuh korban, namun autopsi cukup 
dilakukan terhadap bagian-bagian tubuh yang sekiranya bisa membuktikan 
adanya pelengkap dari sejumlah “rangkaian petunjuk”, sebagai salah satu 
alat bukti sah. 
  Alasan dasar dilakukannya visum et repertum dalam mengungkap 
suatu tindak pidana pembunuhan adalah untuk kepentingan penegakan 
Hukum. Penyelesaian kejahatan terutama yang berkaitan dengan tubuh dan 
nyawa tidak selalu dapat diselesaikan oleh ilmu hukum sendiri. Dapat 
dikatakan seperti itu karena memang obyek kejahatannya adalah tubuh dan 
nyawa manusia, sedangkan tubuh dan nyawa manusia adalah bagian dari 
kajian ilmu kedokteran. Dengan demikian seringkali untuk kepentingan 
pembuktian dan penyelidikan sebab-sebab kematian lapangan ilmu hukum 
meminta bantuan kepada bidang kedokteran. Salah satunya Ilmu 
 
 
kedokteran dalam hukum pidana diposisikan sebagai ilmu pembantu 
hukum pidana dimana dalam hal penyelesaian perkara pidana disebut 
sebagai ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik berperan dalam 
pengungkapan kasus-kasus yang berakibat timbulnya luka dan kematian, 
tanpa bantuan ilmu kedokteran forensik mustahil bagi ilmu hukum untuk 
dapat mengungkapkan misteri kejahatan tersebut.  
  Tanda kematian merupakan cara yang digunakan untuk 
menentukan seseorang telah benar-benar mati, banyak pendapat yang 
mendefinisikan tanda kematian (sign of death) ini tetapi yang lebih penting 
untuk diamati dari berbagai tanda kematian ada tiga macam yaitu lebam 
mayat (livoris mortis), kaku mayat (rigor mortis), dan penurunan suhu 
mayat (algor mortis). Kepentingan dari observasi pada tiga hal ini adalah 
untuk menentukan sebab kematian, cara kematian, dan waktu atau saat 
kematian. Untuk memperoleh kebenaran, maka ilmu kedokteran 
memerlukan teori dan praktek yang lazim kita kenal dengan autopsi atau 
bedah mayat. Proses autopsi inilah yang akan mengantarkan kepada hal-hal 
yang dikenal dengan Seven “W” of Darjes, yaitu: perbuatan apa yang telah 
dilakukan; di mana perbuatan itu dilakukan; bilamana perbuatan itu 
dilakukan; bagaimana perbuatan itu dilakukan; dengan apa perbuatan itu 
dilakukan; mengapa perbuatan itu dilakukan dan siapa yang melakukan. 
Hasil pemeriksaan mayat dan bedah mayat (autopsi) disebut sebagai visum 
et repertum. Hasil dari visum et repertum inilah yang dapat dijadikan bukti 
yang dapat dilihat dan ditemukan. Adanya visum et repertum sebagai hasil 
 
 
dari penyelidikan dapat memberi keterangan kepada penegak hukum untuk 
mengetahui pelaku tindak pidana. 
  Visum et repertum dilakukan dalam rangka penyidikan pihak 
kepolisian untuk mencari penyebab kematian serta mencari segala 
informasi mengenai hal-hal yang terjadi pada korban di sekitar waktu 
kematian, misal untuk memastikan apakah korban meninggal karena 
kecelakaan, bunuh diri, dianiaya atau dibunuh. Jadi meskipun ada dugaan 
overdosis kepastian baru diperoleh setelah autopsi dan pemeriksaan 
toksikologi (mendeteksi adanya racun atau obat-obatan dalam tubuh), serta 
harus ditentukan apakah overdosis terjadi akibat tindakan korban sendiri 
atau ada orang lain yang melakukannya.  
  Tindak pidana yang mengakibatkan kematian korban memiliki 
bukti utama yang berupa jasad korban itu sendiri. Jasad tersebut tidak 
mungkin bisa diajukan pada saat persidangan, karena dengan berlalunya 
waktu jasad tersebut akan membusuk, sedangkan lazimnya waktu 
persidangan perkara baru dapat dilaksanakan beberapa minggu bahkan 
beberapa bulan setelah terjadinya tindak pidana. Autopsi forensik terhadap 
jasad korban merupakan satu-satunya solusi untuk masalah di atas, dimana 
salah satu tujuan dari autopsi forensik ialah untuk mendapatkan bukti-bukti 
ilmiah berupa laporan tertulis secara objektif berdasarkan fakta dalam 
bentuk visum et repertum.  
 
 
  Banyak jenis kejahatan dan modus kejahatan baru mulai 
bermunculan, disisi lain perkembangan teknologi membantu aparat 
penegak hukum dalam hal proses penyelidikan dan mengungkap serta 
membuat terang suatu perkara kejahatan. Seperti dalam hal tindak pidana 
pembunuhan, kita tidak mengetahui apakah korban pembunuhan itu 
meninggal karena apa. Banyak dugaan yang muncul apakah korban 
tersebut meninggal disebabkan oleh racun, dianiaya, bunuh diri atau 
dibunuh menggunakan benda tumpul/tajam. Disinilah peran dari pada 
visum et repertum dalam membantu penegak hukum membuat terang 
perkara pembunuhan.  
  Kekuatan pembuktian visum et repertum adalah merupakan alat  
bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya jadi 
kesimpulan /pendapat dokter yang dikemukakannya wajib dipercaya 
sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. Visum et Repertum 
adalah alat bukti otentik yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan 
oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang. Visum et Repertum juga 
cukup membantu bagi seorang hakim dalam menjatuhkan vonis seperti, 
bahwa dengan adanya visum et repertum dapat membantu dalam 
penjatuhan hukuman kepada terdakwa. 
 Dalam tindak pidana pembunuhan jenis visum et repertum yang 
digunakan dalam KUHAP adalah jenis visum et repertum jenazah Visum et 
repertum terhadap jenazah dilakukan jika mayat sudah diberi label yang 
memuat identitasnya yang dikaitkan pada bagian ibu jari kaki. Pada surat 
 
 
permintaan visum et repertum terhadap jenazah harus jelas tertulis jenis 
pemeriksaan yang diminta, apakah pemeriksaan luar saja atau pemeriksaan 
autopsi (bedah mayat) seperti yang tercantum dalam Pasal 133 KUHAP.
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Pemeriksaan forensik  terhadap jenazah meliputi pemeriksaan luar 
jenazah, tanpa melakukan hal yang merusak keutuhan jaringan jenazah, 
pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan sistematik, kemudian dicatat 
secara rinci mulai dari bungkus atau tutup jenazah, pakaian, benda-benda 
yang ada disekitar jenazah, perhiasan, ciri-ciri umum identitas, tanda-tanda 
tenatologi dan luka-luka yang ditemukan dibagian luar jenazah.  
Apabila penyidik meminta pemeriksaan luar saja maka kesimpulan  
visum et repertum hanya menyebutkan jenis luka, atau kelainan yang 
ditemukan dan jenis kekerasan penyebabnya. Dari pemeriksaan dalam 
dapat disimpulkan sebab kematian, jenis kekerasan dan penyebabnya, dan 
saat terjadinya kematian.  
Dalam Pasal  184 Kitab Undang-Undang Hukum Aara Pidana 
(KUHAP) disebutkan bahwa terdapat 5 (lima) alat bukti dalam perkara 
pidana, yaitu
79
: 
a. Keterangan Saksi 
b. Keterangan Ahli 
c. Surat 
d. Petunjuk 
e. Keterangan Terdakwa. 
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 Kedudukan Visum et Repertum (VER) di dalam alat-alat bukti 
yang tersebut dalam Pasal 184 KUHAP adalah sebagai alat bukti surat, 
dan sebagai alat bukti surat Visum et Repertum mempunyai kekuatan yang 
sama dengan alat bukti yang lain. Dengan melampirkan Visum et 
Repertum dalam suatu berkas perkara Penyidik atau pada tahap 
pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum, setelah 
dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa, kemudian diajukan ke persidangan, maka 
alat bukti surat Visum et Repertum termasuk alat bukti sah seperti 
disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) sub b dan sub e KUHAP. 
Meskipun di dalam KUHAP tidak ada keharusan bagi Penyidik 
untuk mengajukan permintaan Visum et Repertum kepada dokter ahli 
Kedokteran Kehakiman ataupun dokter (ahli) lainnya, akan tetapi bagi 
kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih jelas perkaranya, sedapat 
mungkin bilamana ada permintaan yang diajukan kepada dokter bukan 
ahli, maka permintaan tersebut patut diterima (diluluskan). 
Sama seperti pada alat-alat bukti lain, maka seumpama suatu 
Visum et Repertum dibuat baik oleh dokter ahli Kedokteran Kehakiman 
atau olehdokter bukan ahli, maka kemungkinan seperti itu dapat diterima 
mengingat, bahwa kedudukan alat-alat bukti dalam proses acara pidana 
adalah untuk mendukung keyakinan Hakim. 
Dalam putusannya nanti segala sesuatunya diserahkan kepada 
Hakim guna mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dan 
 
 
termasuk upaya Hakim di dalam usahanya itu yang jika perlu meminta 
keterangan ahli.  
Bagi dokter atau dokter ahli kedokteran forensik dalam kejahatan 
yang mengakibatkan matinya seseorang atau kejahatan pembunuhan. 
Sudah tentu permintaan Visum et Repertum atas dasar pemeriksaan 
lengkap, seperti halnya pada bedah mayat forensik dari dokter-dokter ahli 
kedokteran kehakiman, yaitu pemeriksaan luar dan dalam (otopsi medico 
legal) disertai pemeriksaan laboratorium yang lengkap (mikroskopis, 
biologis, kimiawi dan modern) akan sangat membantu lebih pasti dan 
akurat bagi jelasnya dari suatu perkara, yaitu di dalam pemeriksaan 
persidangan terhadap suatu hal (pokok soal, materi pokok perkara) yang 
bersangkutan serta sangat berguna bagi Hakim (Pengadilan) dalam 
mengambil keputusan.  
Dengan melampirkan bukti Visum et Repertum di dalam suatu 
berkas perkara pada Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik atau pada 
tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum, setelah 
dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa kemudian diajukan ke persidangan, maka 
bukti Visum et Repertum menjadi termasuk sebagai alat bukti sah.  
Karena Visum et Repertum merupakan alat bukti sah, apabila 
terdapat dalam berkas perkara berarti Visum et Repertum harus juga 
disebutkan serta di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya. 
Karena itu pula suatu Visum et Repertum dalam suatu tindak pidana bukan 
 
 
sebagai barang bukti, karena memang Visum et Repertum dibuat tidak atau 
bukan atas dasar penyitaan (sita) atau benda sitaan dari seseorang.  
Dengan alat bukti Visum et Repertum dalam perkara tindak pidana 
pembunuhan hakim dapat memutus perkara tersebut dengan 
mempertimbangkan berbagai hal yaitu adanya 2 (dua) alat bukti yang sah 
disertai keyakinannya menentukan kebenaran materiil bahwa tindak 
pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah dalam perbuatan tindak 
pidana pembunuhan tersebut. 
 
B. Analisis Kedudukan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak 
Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam 
 Dalam syari‟at Islam sangat memuliakan jiwa dan jasad seorang muslim, 
bahkan setelah wafat sekalipun, hal ini sebagaimana firman Allah:  
 
 ِرْحَبْلٱَو ِّرَبْلٱ ِىف ْمُه َٰنْلَمَحَو َمَداَء ٓىِنَب اَنْم َّرَك ْدَقَلَو  ٰىَلَع ْمُه َٰنْل َّضَفَو ِت َٰب ِّي َّطلٱ َن ِّم مُه َٰنْقَزَرَو
 ًليِضْفَت اَنْقَلَخ ْن َّم ِّم ٍريِثَك 
Artinya: 
“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Isra‟ : 70) 
 
 
 
 
 Selain itu, berdasarkan keterangan sebuah hadist bahwa seorang mayat 
dapat merasakan sesuatu seperti halnya orang-orang yang masih hidup. 
Diriwayatkan ketika seorang sahabat menemukan tulang-tulang manusia 
kemudian mematahkan, maka nabi melarangnya. Lalu Rasulullah saw 
bersabda: 
 
Artinya: 
Telah bercerita kepada kami Hisyam bin Umar, berkata : telah bercerita 
kepada kami „Aziz bin Muhammad al-Dharawardi, telah bercerita kepada 
kami Sa‟ad bin Said, dari „Amrah, dari „Aisyah telah berkata : Rasulullah Saw 
bersabda : “Mematahkan tulang orang yang telah mati sama mematahkannya 
hidup-hidup” (H.R Ibnu Majah)  
 Hadist diatas sering dijadikan dasar penolakan keagaaman terhadap  
pemotongan atau pembedahan organ tubuh manusia yang telah mati. Disisi 
lain  terdapat hak-hak orang yang masih hidup yang perlu di hormati. Tanpa 
dilakukan  bedah mayat maka hak-hak orang yang masih hidup itu susah 
didapati, seperti  untuk keperluan penelitian kedokteran, mengambil barang 
yang berharga milik  orang lain yang terdapat dalam perut si mayat, atau untuk 
mengambil barang bukti yang ada dalam perut si mayat untuk kepentingan 
penegakan hukum. 
 Prinsip penghormatan terhadap seseorang yang sudah mati sebagaimana  
dapat dipahami dari hadis yang tersebut diatas membawa konsekuensi untuk 
tidak  melakukan sesuatu yang dapat menyakiti si mayat, termasuk 
 
 
membedahnya untuk  kepentingan manusia yang masih hidup. Hal ini 
menimbulkan kontroversi tentang  hukum boleh tidaknya bedah mayat. 
Namun yang perlu dicermati itu ada tambahan  penting oleh Ibnu Majah dari 
hadis Ummu Salamah kata-kata (dalam dosanya).  Dengan demikian hadis 
tadi berarti, “Mematahkan tulang orang yang telah mati  sama dosanya dengan 
mematahkan tulangnya hidup-hidup” 
 Namun, dalam beberapa ayat Al-Qur‟an yang lain dijelaskan bahwa orang  
yang telah mati atau berada dalam kubur itu tidak dapat mendengar. 
Keterangan  ini dapat dilihat dalam surah ar-Ruum/30:52, Al-Faathir/35:22 
dan surah An- Naml/27:80. Berikut ini salah satu ayat tentang itu dalam QS. 
Al-Naml/27:80 : 
 َنيِرِبْدُم ۟اْوَّلَو اَِذإ َٓءاَع ُّدلٱ َّم ُّصلٱ ُعِمْسُت َلََو ٰىَتْوَمْلٱ ُعِمْسُت َلَ َك َِّنإ 
Artinya: 
“Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati 
mendengar dan (tidak pula) menjadikan orang-orang tuli mendengar 
panggilan, apabila mereka telah berpaling membelakang.”  
 Ayat diatas sudah menjadi alasan bagi mereka yang berpendapat bahwa  
orang yang sudah meninggal tidak dapat lagi meresakan apa yang terjadi pada  
tubuhnya termasuk jika dipotong organ tubuhnya atau dibedah. Dengan 
demikian,  kewajiban menghormati orang mati seharusnya tidak membawa 
akibat  dilarangnya melakukan sesuatu yang perlu terhadap tubuhnya seperti 
bedah mayat  dan pengambilan sebagian organ tubuhnya untuk dimanfaatkan. 
 
 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi 
kemanfaatan dan kemaslahatan untuk umat manusia. Hendaknya penemuan-
penemuan baru tersebut diselaraskan dengan kaidah dalam hukum Islam, 
seperti hukum bedah mayat atau autopsi. Saat ini autopsi sering digunakan 
sebagai salah satu bagian dari proses hukum, untuk mencari atau menguatkan 
bukti. Hasil dari pemeriksaan autopsi tersebut ditulis dalam sebuah surat 
keterangan dokter yang lazim disebut dalam dunia kedokteran adalah visum et 
repertum yakni laporan atau surat keterangan dari seorang dokter untuk 
pengadilan dalam perkara pidana. 
 Otopsi memiliki peran yang cukup penting dalam dunia medis. Bahkan 
menjadi sebuah tuntunan pada saat muncul varian penyakit baru yang ganas 
dan misterius juga memerlukan penanganan yang lebih serius dan otopsi bisa 
menjadi salah satu proses untuk mencari solusi. 
 Otopsi dapat dilakukan tanpa melakukan bedah mayat. Misalnya dengan 
memeriksa kondisi jasad, sidik jari, luka dan sebagainya. Namun tak jarang 
pula dilakukan pembedahan pada beberapa organ dalam, bahkan mayat yang 
sudah dikuburkan digali kembali.  
 Dalam syariat Islam apabila mayat yang sudah dikuburkan, tidak boleh 
dibongkar (haram dibongkar) karena hal itu akan merusak kehormatan mayat, 
kecuali kalau terjadi beberapa hal berikut : mayat yang dikubur belum 
dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalatkan, tidak menghadap kiblat, 
dikuburkan di tanah yang dirampas atau dibungkus dengan kain yang 
dirampas, sedang yang empunya minta dikembalikan, atau kedalam kuburan 
 
 
itu terjatuh suatu barang yang berharga. Jika terjadi salah satu dari hal-hal 
tersebut kuburan boleh dibongkar selama mayat belum membusuk.  
 Adapun jika membongkar kuburan yang sudah lama, tidak ada halangan, 
asalkan mayat tersebut sudah hancur berarti tulang-tulangnya sudah hancur. 
Dalam hadis Nabi tidak ditemukan keterangan yang sarih tentang melakukan 
otopsi, yang dapat ditemukan hanya alil-dalil dari surah nabawiyah yang 
berbicara tentang larangan merusak tulang mayat. Selain itu ada perbedaan 
pendapat di antara para ulama tentang hukum membedah perut mayat. hanya 
saja masalahnya tidak sama persis dengan kasus otopsi. Mereka membedah 
perut mayat bila mayat itu menelan harta atau di dalamnya ada janin yang 
diyakini masih dalam keadaan hidup. 
 Pada umumnya merusak jasad mayat adalah dilarang, tapi terdapat 
beberapa ulama kontemporer memperbolehkan atas dasar pertimbangan 
maslahat tapi dengan beberapa syarat. Maslahat bagi si mayat adalah 
hendaknya jasad tidak dirusak, sedang maslahat dengan diadakannya otopsi 
adalah beberapa masalah terkait bisa menjadi solusi. Otopsi bisa menyebabkan 
mafsadah (kerusakan), sedang ketidaktahuan akan sebab kematian akibat 
penyakit berbahaya, akibat tindak pidana dan tidak berkembangnya ilmu 
kedokteran adalah mafsadah (kerusakan) yang jauh lebih besar. 
Landasan hukum diperbolehkannya bedah mayat adalah berdasarkan 
faktor-faktor diantaranya adalah: 
1. Ketentuan hukum tentang pembedahan mayat untuk menyelamatkan janin, 
untuk menyelamatkan sebuah janin yang ada didalam rahim seorang Ibu 
 
 
yang sudah meninggal dan janin tersebut masih hidup diperbolehkan 
dalam Islam. Maka  urusan tersebut diserahkan kepada dokter ahli untuk 
menyelamatkannya. 
2. Ketentuan hukum pembedahan mayat untuk mengeluarkan benda-benda 
berharga dari dalam perut, hal tersebut dianggap mendesak karena ada 
tuntutan hak orang yang masih hidup agar benda berharga yang ditelan 
oleh si mayat itu dapat dikembalikan kepada yang berhak. Jika tidak, maka 
hal ini akan menjadi beban bagi si mayat. Mayat tersebut akan selamanya 
disiksa dialam kubur jika pemilik tidak pernah mengikhlaskan benda yang 
ditelan oleh simayat. Maka dari itu orang hiduplah yang yang memiliki 
kewajiban untuk menolongnya. 
3. Ketentuan hukum pembedahan mayat untuk kepentingan penegak hukum, 
Menjatuhkan sangsi hukuman bagi terdakwa, tidak boleh dihalang-halangi  
oleh siapapun dan dengan alasan apapun; misalnya pelaku atas 
meninggalnya  korban tidak diketahui dan tidak ada tanda-tanda atau alat 
bukti yang dapat  dijadikan bukti. Hal ini berarti sulit untuk diketahui 
siapa pelaku atas  meninggalnya korban dan juga tidak dapat dibuktikan 
melalui penyelidikan diluar badan mayat, maka dibolehkan dalam Islam 
untuk membedah mayat sebagaimana salah satu cara untuk mencari data-
data yang diperlukan untuk proses penyelidikan lebih lanjut.    
4. Ketentuan Hukum Pembedahan Mayat untuk Kepentingan Penelitian Ilmu 
Kedokteran, Di dunia ini masih ada jenis-jenis penyakit yang belum 
diketahui obatnya dan dengan melakukan aotopsi klinis, para dokter atau 
 
 
ilmuwan kesehatan akan membedah mayat untuk mencari tahu jalan 
keluar dan jawaban dari keraguan atau ketidaktahuan mengenai persoalan 
medis yang mereka hadapi. Jika memang dibutuhkan mayat sebagai sarana 
penelitian untuk pengembangan ilmu kedokteran, maka dalam islam 
dibolehkan. Karena  pengembangan Ilmu Kedokteran bertujuan untuk 
mensejahterakan umat manusia, sedangkan misi Islam sejalan dengan 
tujuan tersebut.  
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bedah mayat dapat dilakukan  
dengan alasan dan pertimbangan, adanya mashlahat yang besar dibalik proses  
bedah mayat tersebut, karena otopsi tidak hanya bertujuan untuk ikmu 
kedokteran  tetapi juga untuk para penegak hukum sehingga dapat 
menciptakan keamanan  dalam masyarakat. Jadi bedah mayat untuk tujuan 
tersebut dibolehkan meskipun  mayat tersebut adalah mayat orang muslim 
maupun orang kafir. 
 Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa khusus 
tentang otopsi pada tahun 2009. Fatwa tersebut membahas mengenai hukum 
otopsi forensik dan klinik. Komisi fatwa MUI memberikan 3 macam 
ketentuan hukum. Pertama, pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-
haknya dihormati keberadaanya dan tidak boleh dirusak. Kedua, meskipun 
pada dasarnya jenazah harus dihormati, MUI membolehkan proses otopsi jika 
ada kebutuhan yang ditetapkan oleh yang berwenang. Ketiga, MUI 
menguraikan beberapa ketentuan yang harus diikuti dalam proses otopsi: 
 
 
a. Otopsi jenazah didaarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan secara 
syariat seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan 
hukum, penelitian kedokteran. Keputusan melakukan otopsi harus 
dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan harus dilakukan oleh 
ahlinya.   
b. Otopsi merupakan jalan keluar satu-satunya dalam memenuhi tujuan 
sesuai dengan ketentuan pertama.   
c. Jenazah yang akan diotopsi harus segera dipenuhi hak-haknya seperti, 
dimandikan, dikafani, dishalati dan dikuburkan.  
d. Jenazah yang dijadikan objek autopsi harus mendapatkan izin dari 
dirinya saat masih hidup melalui wasiat, ahli waris atau pemerintah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 Otopsi merupakan sebuah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter 
ahli terhadap korban meninggal dunia, yang kemudian hasil dari pada otopsi 
tersebut dituangkan dalam hasil pemeriksaan yang disebut dengan Visum et 
repertum. Visum et repertum dalam hukum pidana Islam tidak disebutkan 
secara spesifik mengenai pengertiannya. Namun agama Islam sangat 
mendukung adanya pembuktian untuk mendapatkan hasil yang paling benar 
dan untuk mendapatkan pelaku sebenarnya. Dasar hukum pembuktian dalam 
al-Qur‟an surat al-Hujarat ayat 6 dijelaskan bahwa pentingnya mencari 
kebenaran dalam suatu pembuktian : 
 ٍةَلاَهَجِب اًمْوَق اوُبيِصُت َْنأ اوُن َّيَبَتَف ٍإَبَنِب ٌقِساَف ْمُكَءاَج ِْنإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَه ُّيَأ اَي  اوُحِبْصُتَف
 َنيِمِداَن ْمُتْلَعَف اَم ٰىَلَع 
 
 
Artinya:  
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu”. (Q.S 
al-Hujarat ayat 6)
80
 
  Visum et repertum juga membantu hakim dalam membuat 
keputusan, sebab menambah keyakinan hakim untuk memutus sebuah 
perkara.  
 Jenis Visum et repertum yang digunakan dalam kasus tindak 
pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam tidak ada secara 
spesifik disebutkan, namun dalam KUHAP disebutkan jenis Visum et 
repertum untuk kasus tindak pidana pembunuhan adalah Visum et 
repertum Jenazah. Terhadap berbagai problematika yang ada dalam 
hukum pidana Islam mengenai hukum boleh atau tidaknya Visum et 
repertum. Tetapi dapat disimpulkan bahwa dalam syariat Islam 
memperbolehkan adanya Visum et repertum selama  untuk kepentingan-
kepentingan yang seperti dijelaskan di atas, yang salah satunya Visum et 
repertum digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dalam rangka 
mengetahu faktor penyebab kematian korban pembunuhan.   
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 Visum et repertum ini sangat penting dalam membantu 
mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan yang mana sulit untuk 
dibuktikan pembuktiannya dalam sidang pengadilan, karena ada banyak 
sebab-sebab kematian yang tidak diketahui secara kasat mata. Sebagai 
contoh kasus pembunuhan menggunakan racun, yang mana tubuh korban 
masih dalam keadaan utuh tidak ada luka sedikitpun, namun organ-organ 
tubuh yang tidak terlihat oleh mata sudah rusak akibat racun tersebut. Dan 
salah satu cara pembuktianya dalam persidangan untuk mencari fakta-
fakta kematian korban dan membantu meyakinkan hakim bahwa benar 
terjadi sebuah tindak pidana pembunuhan adalah menggunakan Visum et 
repertum.  
 Ulama‟ dari kalangan mazhab Hanafy menyatakan bahwa macam alat-alat 
bukti untuk pembuktian yaitu: 
1) Pengakuan  
2) Bayyinah  
3) Sumpah  
4) Nukul/ menolak sumpah 
5) Qasamah 
6) Ilmul Qadli 
7) Qarinah.81 
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 Visum et repertum adalah alat bukti yang sah dalam pembuktian sidang 
pengadilan, dan dalam hukum pidana Islam Visum et repertum termasuk ke 
dalam alat bukti petunjuk (qorinah). Qorinah secara bahasa diambil dari kata 
“muqaranah” yang berarti “mushabali” (pengertian atau petunjuk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan melalui data yang telah 
dikumpulkan, dan berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam 
penelitian ini, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :  
1. Kedudukan Visum et Repertum dalam hukum acara pidana adalah penting, 
sebab digunakan dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan yang 
memiliki alat bukti minim. Serta membantu meyakinkan hakim dalam 
menjatuhkan putusan karena di dalam Visum et Repertum berisi fakta-fakta 
penyebab kematian korban. Visum et Repertum sah digunakan dalam 
persidangan sebagai alat bukti karena masuk ke dalam alat bukti surat 
sebagaimana maksud Pasal 184 ayat 1 huruf c jo pasal 187 huruf c KUHAP 
dengan keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b 
KUHAP.   
2. Dalam sudut pandang hukum pidana Islam kedudukan Visum et Repertum 
adalah penting, sebab digunakan dalam mengungkap tindak pidana 
pembunuhan yang sulit ditemukan bukti. Dalam syariat Islam sebenarnya 
terdapat larangan memecah belah tulang orang yang telah mati dan 
kewajiaban menghormati orang yang telah mati, tetapi dalam persoalan 
penegakan hukum dalam hal ini tindak pidana pembunuhan maka Visum et 
Repertum diperbolehkan. Visum et Repertum dalam hukum pidana Islam 
masuk kedalam alat bukti petunjuk atau qorinah.  
 
 
B. Saran 
1. Kepada keluarga korban tindak pidana khususnya pembunuhan agar tidak 
menghambat dilakukannya penyidikan sehingga terhadap korban dapat 
segera diberikan izin untuk diambil tindakan oleh penyidik, untuk 
melakukan Visum guna memudahkan proses penyidikan bagi pelaku.  
2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan 
kedudukan Visum et Repertum dalam perkara pidana karena, banyak 
masyarakat yang menolak untuk dilakukannya Visum terhadap suatu 
korban yang mengalami tindak pidana dengan berbagai alasan.  
3. Meskipun dalam KUHAP tidak ada kleharusan untuk mengajukan 
permintaan Visum et Repertum kepada ahli kedokteran kehakiman ataupun 
dokter (ahli) lainnya, akan tetapi untuk kepentingan pemeriksaan perkara 
serta agar lebih jelas suatu tindak pidana, maka bilamana ada permintaan 
untuk diadakan Visum permintaan tersebut haruslah dipenuhi.  
4. Para dokter ahli atau dokter bukan ahli dalam melakukan pemeriksaan 
terhadap korban kejahatan harus berlaku obyektif sesuai dengan sumpah 
jabatan dokter.  
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